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ABSTRAK

M.Wilian Syaputra / B18031053 / Kajian Yuridis Penerapan Konsep Diversi oleh
Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak /
Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH,. Sebagai Pembimbing I / Dr. Ruslan Abdul Gani,
SH, MH,. Sebagai Pembimbing II

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan
penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui
penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem
peradilan pidana anak gidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi
pidana bagi anak pelaku tindak  pidana, tetapi lebih difokuskan pada
pertanggungja\??ban pelaku terhadap| korban tindak pidana, demi kesejahteraan
anak yang berhadapan dengan hukum, tanpa mengurangi perhatian kepentingan
masyarakaf§ Undang-Undang Nomeom 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak menegaskan bahwa'Penuntut dmum Anak wajib mengupayakan

diversi. Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik
kedalam proses peradilan sehingga akan

anak. Berkenaan dengan kajian yuridis

penerapan et Jaksa ponin hadap anak yang
berkonflik deng ﬁM}m/r‘m mengenai bagaimana
¢ ntut Umum terhadap

anak yang berl@ erapan konsep diversi
yang dilakukan 0 ak yang berkonflik dengan
hukum dalam Undang ana Anak serta faktor-faktor
yang menjadi ham a e lesaian perkara anak yang
berkonflik dengan huku d ngaMenerapkan diversi. Penelitian ini
menggunakan penelitian yuridis empiris yang didukung dengan penelitian
lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan,
analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode
pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian diperoleh
kesimpulan diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi
(pengalihan) dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek negatif
terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh dalam keterlibatannya pada sistem
peradilan pidana. Jaksa mempunyai peran penting dalam berlangsungnya proses
diversi (pengalihan) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan
pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara tindak
pidana. Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversi di Kejaksaan Negeri Jambi
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai fasilitator yang



memberi pandangan dari sudut lain untuk menyelesaikan masalah kepada pihak
yang bersangkutan.

Kata Kunci : Diversi, Anak yang berkonflik dengan hukum.
ABSTRACT

M. Wilian Syaputra / B18031053 / Juridical Study of the Application of the
Diversion Concept by the Public Prosecutor of Children in Conflict with the Law
according to Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice
System / Dr. Hj. Suzanalis, SH, MH ,. As Advisor I/ Dr. Ruslan Abdul Gani, SH,
MH ,. As Advisor II

Efforts to prevent and overcome children in conflict with the law need to be done
immediately. One of the efforts to prevent and overcome children in conflict with
the law today is through the implementation of the juvenile criminal justice
system. The aim of implementing the juvenile criminal justice system is not solely
aimed at imp(%g criminal sanction§ on children of criminal offenders, but is
more focused©n the accountability of the perpetrators to victims of criminal acts,
for the welfare of children who arefin conflict with the law, without reducing
attention to {the interests of the co ity. llaw Number 11 of 2012 concerning
the Juvenile/Criminal Justice System @mphasizes that the Child Public Prosecutor
is obliged tg seek diversion:The condgpt of diversion is an alternative handling of
children in ¢onflict with the law so th@f children do not enter the judicial process
so that it will gard to the juridical
study of the app e public prosecutor to
children in co ation of the concept of
diversion by th& pt th the law in Indonesia
can be examined"e f diversion by the public
prosecutor to child law in the Child Criminal
Justice System Law as well a ome obstacles for the prosecutor in
resolving cases of children onflictwith- the Hv?by applying diversion. This
research uses empirical juridical research supported by field research conducted
by conducting interviews with informants, data analysis used is qualitative
analysis with primary and secondary data collection methods. The results of the
research concluded that diversion is a diversion from the settlement of juvenile
cases from the criminal justice process to the process outside the criminal court.
Implementation of diversion is motivated by the desire to avoid negative effects
on the psyche and development of children by being involved in the criminal
justice system. The prosecutor has an important role in the process of diversion
(diversion) by involving the victim, the perpetrator, the victim's family and
perpetrator, the community and parties related to a criminal case. The role of the
prosecutor in implementing the diversion policy at the Jambi District Prosecutor's
Office for children in conflict with the law is as a facilitator who provides views
from other angles to resolve problems to the parties concerned.

Vi



Keyword : Diversion, Children in conflict with the law.

DAFTAR ISI

BABI  PENDAHULUAN......LSEEL ..ot 1

...................................................... 1

..................................... 15

............................................ 15

...................... 16

......................... 20

.......................... 24

................................ 28

BAB I DALAM SISTEM

PERADILAN PIDANA ANAK

A Pengertian tindak pidana............cccoceeiieiiienieniiieeeeen 30

B Pengertian anak...........cccccvieeiiieiiiieieeee e 32

C Pengertian tindak pidana anak .............cccceeevievciieenciiecnieeene, 37

D Sistem peradilan pidana anak ............ccceeeeieiieniiieiieniieieen 39

E Tujuan pemidanaan terhadap anak.............cccceeviieiienciiennennnnn. 44

F Tujuan dan proses di lakukan diversi .........cccceevvveeeieeecneeennnen. 47

BABIII TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DAN PENUNTUT UMUM

Vii



BAB IV

DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM SERTA PENERAPAN KONSEP DIVERSI

A Pengertian kejaksaan republik indonesia...........cccccevveenreneen. 67
B Pengertian penuntut Umum.............cccvveerveeerieeenieeeiee e 77
C Tugas dan wewenang jaksa dan penuntut umum dalam

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum................. 80

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN KONSEP DIVERSI OLEH
JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-
UNDANG WOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADICAN PIDANA ANAK

95
108
122
BABV
A Kesimpulan® 132
134
DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

viii






A.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara yang
ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara
hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan semata. Walaupun dalam pembukaan
maupun dalam batang tubuh gari Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada
ketentuan yang sec? tegas menyatakan bahwa negara Republik Indonesia

adalah negaradiukum. Sejalan dgngan negara hukum tersebut maka hal yang

paling pe a tersebut adalah persamaan perlakuan
dimuka pe hwa setiap warganegara
i 'a‘;)e;lindungan yang adil serta
nferensi International
Commission a ciri-ciri negara hukum
adalah sebagai b
1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu,
konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas
hak-hak yang dijamin (due process of law);
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Adanya pemilu yang bebas;

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat;

' Fajlurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum, cetakan pertama, (Malang: Setara Press,

2016), him. 31



5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.
Menurut The International Commission Of Jurists cirl penting negara
hukum itu meliputi:
1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tigak memihak.

Dalam konsep negara hukum, fungsi penegakan hukum memegang

peranan penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum

nasional. Penegakan hukum sg juga biasa dimaksudkan sebagai kegiatan

, penyidikan, penuntutan,

an vonis hakim serta kegiatan

menegakkan s nilai-nilai yang ada

dibelakang no g A pada hakekatnya merupakan
bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna.’ Penegakan
hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal yang

berada dalam peraturan perundang- undangan tetapi berbicara mengenai

2 Muladi, “Penegakan Hukum Dan Peningkatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Hak Asasi

Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”, Semarang ; Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 69

Barda Nawawi Arief, “Pengembangan/Pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan
Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan
Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007,
hlm.20



banyak faktor antara lain perilaku orang- orang yang terlibat didalamnya
seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, para penegak hukum seperti
Polisi, Jaksa, Hakim serta petugas Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan
bagian dari sistem Peradilan Pidana.

Penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan 4 (empat) faktor yaitu:
peraturan perundang-undangan, para penegak hukum (seperti Polisi, Jaksa
dan Hakim), fasilitas serta masyarakat dan budaya setempat. Sehubungan

dengan keempat fal?or tersebut diatas penegakan hukum dari sisi sosiologis

dilihat dyroses yang melibatkan manusia didalamnya. Disini faktor

manusia _sangat terlibat dalam /usaha menegakkan hukum. Penegakan hukum

bukan Ranya suati’proses,logis Semata_melainkan sarat dengan keterlibatan

manusia didalamnya.
adalah sistem dalam
suatu masya hatan, menanggulangi
berarti disinius agar berada dalam batas-
batas toleransi ap berhasil apabila sebagian
besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban
kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang
pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.*

Gambaran diatas adalah apa yang paling terlihat dari dan diharapkan oleh

masyarakat. Namun, hal ini belum merupakan keseluruhan tugas dan tujuan

sistem. Tugas yang sering kurang diperhatikan adalah yang berhubungan

* Mardjono Reksodiputro, “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jakarta:

Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas
Indonesia, 1997, him. 84



dengan mencegah terjadinya korban kejahatan dan mencegah pelaku untuk
mengulangi kejahatan. Karena itu tujuan sistem peradilan pidana dapat
dirumuskan sebagai:
1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan

3. Mengusahakan agar merelja yang pernah melakukan kejahatan tidak

mengulangi lag?ejahatannya.

Komponen-komponen ya
terutama dnstansi atau badan

bekerjasama dalam sistem ini adalah

kita kenal dengan nama: Kepolisian -
Ja P atan. Empat komponen ini
a yang dikenal dengan nama
sistem ini meliputi
tahap pra ajudikasi. Mencermati
tujuan siste pidana pada hakekatnya
merupakan s menjaga  keseimbangan
perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun
individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.
Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan
yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum
pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka

atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya



untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa
ketidakadilan.”

Menurut Remmelink sebagaimana dikutip oleh A.Z.Abidin dan Andi
Hamzah, hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk
menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib
sosial untuk sebagian besar sangat bergantung pada paksaan.® Dalam literatur
berbahasa Inggris tujuan pidang biasa disingkat dengan 3R dan 1D, 3R itu

adalah Reformatioy' Restraint, dan Retribution sedangkan 1D ialah

g terdiri atas Indiwidual Deterrence dan General Deterrence

Deterrence
(pencegah@n khusus dan pence

a. Reformation

umum), yang artinya :’
abilitasi penjahat menjadi
afig baik dan be

<)

arena telah melakukan

d. Deterrence h sehingga baik terdakwa
sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat
akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa.

Didalam terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak

pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tidak mengenal usia, jenis kelamin dan

Ibid, him. 4
A.Z Abidin dan Andi Hamzah, “pengantar dalam Hukum Pidana Inonesia”, Jakarta:
PT.Yarsif Watampone, 2010, him. 42

7 Ibid, him. 42 - 43

6



lain sebagainya salah satunya yaitu orang yang belum dewasa/anak-anak baik
sebagai pelaku, saksi maupun sebagai korban tindak pidana. Anak sebagai
tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,
memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa anak
adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia
yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang

memiliki peranan s?tegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan

pembinayﬂn perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

perkembafigan fisik, mental /dan sosial secara utuh, serasi selaras dan

eristik_yang spesifik dibandingkan dengan
satu kelompok rentan yang haknya masih

diprioritaskan.

Indonesia, anak memilik Str i sccara tegas dinyatakan bahwa
negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh
karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan
terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan
Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945®

"setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

8 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 b.



berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" perlu
ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan
melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan
informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya
dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial

yang mendasar dal kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh

terhadap nilaiddan perllaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan
melang ukum yang dilak oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh

faktor di luar dirt erhadapan dengan hukum

dari Direktorat Jende menunjukan bahwa tingkat
kriminalitas O Oy otika, psikotropika,

>

Prinsi \ 1s sesuai dengan Konvensi
Hak-Hak Anak (Convent / S he Child) sebagaimana telah
diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden
Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the
Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan
dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih

panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan



akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung
jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan
negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan
perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung
merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif
memberikan perlindungan khu1sus kepada Anak yang berhadapan dengan
hukum. Dengan di'likian, perlu adanya perubahan paradigma dalam
an dengan hukum, antara lain didasarkan

penanganan Anak yang berhad
pada perafi dan tugas masyar pemerintah, dan lembaga negara lainnya

eningkatkan kesejahteraan

Anak s i kepada Anak yang berhadapan

Anak (“ Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 te an “("UU Pengadilan Anak™) yang
bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin
perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif

memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan

hukum.



Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai
penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar
dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan
Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan
anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap
anak yang berhadapan dengan l}ukum dan diharapkan anak dapat kembali ke
dalam lingkungan s?'al secara wajar.

KeadilangRestoratif merupa
yang terlibat dalam suatu ti

suatu proses Diversi, yaitu semua pihak

idana tertentu bersama-sama mengatasi
untuk membuat segala
clibatkan korban, anak, dan
", rekonsiliasi, dan
asan. Diversi adalah
pengalihan pe peradilan pidana ke proses
di luar peradilan

UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah
berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak
yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori: Anak yang
Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang diduga melakukan tindak pidana.Anak yang Menjadi Korban

Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang



belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak
Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.” Sebelumnya, UU Pengadilan

Anak tidak mem?dakan kategori  Anak Korban dan Anak Saksi.

Konseku:?ya, Anak Korban, dan Anak Saksi tidak mendapatkan

perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak

berumur 15 tahun ke ate , kan yang dapat dikenakan kepada
anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA): Pengembalian kepada orang tua/Wali;
Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa; Perawatan di
LPKS; Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; Pencabutan surat izin
mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana. Sanksi pidana yang

dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok

° Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1.
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dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA). Pidana Pokok terdiri atas: Pidana
peringatan; Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar
lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; Pelatihan kerja;
Pembinaan dalam lembaga; Penjara. dan Pidana Tambahan terdiri dari:
Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan
kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif
berupa penjara denda, pidana delnda diganti dengan pelatihan kerja. UU SPPA
juga mengatur dalim hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun

melakukyu diduga melakgkan tindak pidana (Pasal 21 UU SPPA),
Penyidik £ Pembimbing Kem

atan, dan Pekerja Sosial Profesional
kembali kepada orang
rogram pendidikan, pembinaan,
dan permb Tstal #1155 / di instansi yang

pusat maupun daerah,

a penahanan terhadap anak
hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas)
tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara
tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di
atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

UU SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban
dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat

hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan

11



alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan
melalui  perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut
Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat
dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan
keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat
komunikasi audiovisual. Pada s1aat memberikan keterangan dengan cara ini,
anak harus didampifi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan

atau pendamping lainnya (Pasal
UU 8PP

 ayat (3) UU SPPA).

nak yang terlibat dalam tindak pidana
ermasalahkan jenis tindak
atkan bantuan hukum di setiap

idikan, penuntutan,

dipercaya oleh @ ata a dalam setiap tahapan pemeriksaan.
Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana,
maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3) UU
SPPA).

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani
pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dan telah mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan

pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak.

12



Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama
mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan
dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18
(delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86
ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan
Anak).Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-
sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan

dilakukan dengan iqenyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah

mencapai?u: 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun

(Penjelasah Pasal 86 ayat (2) SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU

ujuan memajukan
nghindari penggunaan
sanksi pidana,ya m. Tujuan pada prinsip
proporsional, ka C | an sanksi-sanksi, yang kebanyakan
dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya
pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-
keadaan pribadinya. '’

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal
2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang

melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan

10 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana

Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), him. 2.
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lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses
perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan
hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah
suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti
yang sah menurut Hukum Acara Pidana.'' Diversi dilakukan pada tingkat
penuntutan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Pada tingkat pen}idikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di

pengadyegeri wajib diupayakan Diversi”.

Jadi, kew@jiban bagi aparat pemegak hukum untuk mengupayakan diversi

gan hukum dalam
sistem pe enjadi pelakupun tak
luput dari lcma dulunya si anak pernah
melihat dan / at ckerasan dari lingkungannya. Di
Provinsi Jambi sendiri menurut laporan di dalam aplikasi simfoni milik
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
dilaporkan oleh UPTD PPA Provinsi jambi setidaknya telah menerima
laporan kasus sebanyak 277 kasus pidana yang dialami oleh perempuan dan

anak. Dari 277 kasus yang ada di Provinsi Jambi yang terdata pelaku tindak

pidana yang dilakukan oleh pelaku yang berstatus anak ada 19,5% atau

" https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3#:~:text=Dalam%20Undang%2D

Undang%20No.16,lain%20berdasarkan%20undang%2Dundang%E2%80%9D.,... diunduh tanggal
07 Oktober 2020
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C.

sekitar 54 kasus'?. Adapun Kasus-kasus yang sering ditemukan terhadap anak
yang berkonflik dengan hukum antara lainnya seperti mencuri, kekerasan
fisik, penganiayaan, tawuran, judi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan
utama yaitu “Kajian Yuridis Penerapan Konsep Diversi oleh Jaksa
Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Menurut Undang-undang 1\Lom0r 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana A,»ak”

B i belak 1 atas dapat dirumuskan

atasan pertanyaan penelitian

dﬁakukan oleh Jaksa

flik dengan hukum di

b. Faktor-faktor yan nja mbatan bagi Jaksa Penuntut Umum
dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum
dengan menerapkan Diversi?

c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan terkait penyelesaian

perkara anak yang berkonflik dengan hukum?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

12

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/
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1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan tesis yang dilakukan oleh penulis
adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Diversi yang
dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum saat ini di Jambi.

b. Untuk mengetahui faktgr-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa
Penuntut UT dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik

dengagthukum dengan rapkan Diversi.

engatasi hambatan yang dihadapi oleh

'ebij akan Diversi.

_

ikan sumbangan bagi

. Manfaat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan
masukan bagi para penegak hukum dalam rangka menegakkan

keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan

dengan hukum dengan mengupayakan proses penyelesaian di luar
jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan

keadilan restoratif.

D. Kerangka Konsep
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1.

Kajian Yuridis
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kajian merupakan kata
yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung
dipahami oleh semua orang, kata yang dipakai untuk suatu pengkajian
atau kepentingan keilmuan, kata yang dipakai oleh para ahli/ilmuwan
dalam bidangnya, kata yang dikenal dan dipakai oleh para ilmuwan atau
kaum terpelajar dalam karyla-karya ilmiah. Menurut Kamus Hukum, kata
yuridis berasal ?(i kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari
segi huka

. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari

tuk memahami), suatu pandangan atau

SFanan Ao crapkan. Pengertian

_

mad Zain, penerapan

dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang
dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk
mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan
meliputi :

a. Adanya program yang dilaksanakan

b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran

dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
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¢. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun

pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Konsep Diversi

Konsep berasal dari bahasa latin conceptum, artinya sesuatu yang
dipahami. Diversi adalal; sebuah tindakan atau perlakuan untuk
mengalihkan ata] menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari

sistem pefadilan pidana.

Konsep Diversi perta 11 dikemukakan sebagai kosa kata pada

lap@ran per k di Presiden Komisi Pidana
(pr@sident’s crim ralia di Amerika Serikat pada
sebelum tahun 1960

_

berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh
negara bagian queensland pada tahun 1963.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek
negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya
dengan sistem peradilan pidana.Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak
hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut

discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan
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konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih
mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan
pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan
kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari
masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan
pencegahan.Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka
tidak perlu diproses ke poliii.

Jaksa /

Jak

i pemerintah dalam bidang hukum yang

bertugas menyampaikan aan atau tuduban di dalam proses

penigadilan t ng i elanggar hukum.

Dalam & ndang Nomor 8 Tahun 1981
fngkapnya berbunyi
ch undang-undang ini
untuk beé a melaksanakan putusan
pengadilan Kekuatan hukum tetap” serta
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa
adalah "Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang
untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta

wewenang lain berdasarkan undang-undang."

Penuntut Umum
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E.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang selengkapnya berbunyi
“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-

undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

hakim”

Anak yang berkonflik denf%n hukum
Menurut i?fumen nasional yaitu Undang - Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang SPP Anak yang dimaksudkan dengan anak yang

anak yang telah berumur 12 (dua belas)
clas) tahun yang diduga
enjadi Korban Tindak Pidana
DET Ly 'belas) tahun yang
rugian ekonomi yang
mg Menjadi Saksi Tindak
Pidana adalah anak b (delapan belas) tahun yang
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang

didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kerangka Teori

I.

Teori Perlindungan Hukum
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Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang
menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo,
Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari
Salmond bahwa hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dam
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat karena
dalam suatu lalulintas kegentingan, perlindungan terhadap kepentingan

tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan
di laipg pithak. Kepentig
kegégan manusia, se
enentuka Tofes) i lu diatur dan dilindungi.
Pg lindung;& apan yakni perlindungan hukum

aturan hukum yang

>

an  hukum adalah mengurusi hak dan

» hukum memiliki otoritas tertinggi untuk

erupkan kesepakatan
m perilaku antara anggota-
yan dengan pemerintah yang
dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut  Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang
dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat
agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan

hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif
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dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah
bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi
dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.
Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum
dapat didifungsikan untuk1 menghujudkan perlindungan yang sifatnya

tidak sekedar idaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan

antipatif,
ri uraian para

jatas memberikan pemahaman bahwa

w bekerjanya fungsi hukum
, yakni keadilan, kemanfaatan

suatu perlindungan

>

an aturan hukum, baik
yang bersifat represif,
baik yang secara te -tertulis dalam rangka menegakkan
peraturan hukum.
2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan.Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai

pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil

B Satjipto Raharjo, lImu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53
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dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara
normatif, bukan sosiologi.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi
keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-
sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav
Radbruch keadilan dan ke@stian hukum merupakan bagian-bagian yang
tetap dari huk?. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian

hukum hatus diperhatikan, Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan

irnya hukum positif harus selalu ditaati.

yang ingin dicapai yaitu

wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi.
Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan
restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang
konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan

tahap eksekusi.

' Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko

Gunung Agung, Jakarta, 2002, him.95

23



keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang
sempit dan luas.Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna
pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode
sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-
nilai kedilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang
menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness
dari Canada sebagai berikgt: “Restorative justice is a theory of justice

that emphasizeyepairing the harm caused or revealed by criminal

st tersebio 'dirumuskan bahwa
menyelesaikan kasus
n pelaku kejahatan dengan
tujuan agar tercapa l seluruh pihak, sehingga diharapkan

terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan

mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

F. Metodologi Penelitian

1.

Spesifikasi Penelitian

15

Johnstone dan Van Ness, 2005, The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk

Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hal. 2-3.
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Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, adapun
pengertian dari metode deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009; 29) adalah
suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran
terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitiag deskriptif analitis mengambil masalah atau
memusatkan perhaﬁin kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat

penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis
untuk diasbil kesimpulannya.

ggunakan jenis penelitian yaitu
yuridis cmpiris. Penelitiar—yuidis/eniiss lan hukum mengenai
atif secara in action
pada setiap rjadi dalam masyarakat.
Penelitian yurid ak litian lapangan (penelitian terhadap
data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang
kemudian di gabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah
masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara
langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu para jaksa
penuntut umum yang pernah menangani perkara anak yang berkonflik dengan

hukum di Jambi.

3.  Sumber Data
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a. Data pustaka atau data sekunder. Sumber data pustaka atau data
sekunder dibagi tiga bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Premier
Bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian meliputi :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

v
b. Undszndang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012

te ba ndang Nomor 23 Tahun
2002 te i 3

or 16 Tahun 2004
ainya tentang Penerapan

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang menunjang
bahan hukum primer, yang meliputi: buku-buku kalangan hukum,
makalah hukum, jurnal, dan literature-literatur lain yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tertier
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Bahan hukum tertier yaitu, bahan hukum yang memberi kejelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekuder, diantaranya adalah
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia
dan lain-lain.
b. Data lapangan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti data
lapangan adalah kumBulan data yang diperoleh dengan cara

melakukan pengukuran langsung (tidak menggunakan satelit). Arti

adalah kumpulan data yang diperoleh
oukuran langsung di lapangan. Adapun

menangani perkara anak

_

tehnik pengambilan
ve sampling merupakan
salah sat : m sampling dimana peneliti
menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri
khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan
dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun responden dalam
penelitian yang diambil oleh penulis yaitu dari Kejaksaan Negeri
Jambi atas nama Bapak I Putu Eka Suyantha sebagai Kasi Umum
Pidana dan Ibu Rama Tri Ranti sebagai Jaksa Anak.

5. Tehnik Pengumpul Data
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Tehnik pengumpulan data yang di ambil oleh penulis adalah tehnik
wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan
responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan
untuk penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau
persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti
sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara
terlebih dahulu. Serupa dengan kuesioner, pertanyaan wawancara perlu

diujikan kemar?uannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang

dibutuhkan.
6. Anaz)nata
7. Analisis da 0S emeriksa, membersihkan,
; m dengan maksud untuk

el dapat memberikan

>

terhadap pertanyaan-

penelitian ini, baik analisis data
kualitatif maupun analisis data kuantitatif, analisis data kualitatif
digunakan untuk menganalisa data yang mengarah pada kajian-kajian
yang bersifat teoritis, seperti asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan,
doktrin hukum, dan isi kaidah hukum. Sementara itu, analisis data
kuantitatif dipakai untuk menganalisis data yang bersifat kuantitatif
pula, seperti data perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang

ditangani oleh Jaksa.

28



G.

Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mana terdiri dari latar
belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori,
kerangka konsep, metode penelitian (spesifikasi penelitian, tehnik
pendekatan, sumber data, tehnik pengambilan sampel, tehnik pengumpulan
data dan analisis data), dan sistéfnatika penulisan.

Bab kedua melpakan bagian yang menjelaskan landasan teori secara

umum ten i i , tindak pidana anak, sistem peradilan

rhadap anak, serta Tujuan dan proses

an teori secara khusus tentang Kejaksaan
Republik enang Jaksa Penuntut
Umum da dengan hukum serta
penerapan kons

Bab keempat merup n dan pembahasan yang diperoleh
dari penelitian, yaitu penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini di Jambi, hambatan
bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum
serta penyelesaian hambatan yang di hadapi oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri
Jambi.

Dan bab kelima berisi tentang kesimpulan yang akan diuraikan

berdasarkan pada pembahasanan dan jawaban dari permasalah yang ada di
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A.

dalam bab-bab terdahulu. Selain kesimpulan, dalam bab penutup ini juga
akan dimuat sebuah masukan atau saran guna memberikan idea tau gagasan

bagi para pembaca sehingga penelitian ini dapat bermanfaat.

ke dalam Bahasa Indonesia
dari istilah Belanda strafbaarfeit afe . Beberapa terjemahan kedalam
bahasa Indonesia yaitu peristiwa pidana serta tindak pidana dan lain sebaginya.
E. Utrecht misalnya menganjurkan istilah “peristiwa pidana” karena kata
“peristiwa” itu meliputi suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu
melalaikan verzium atau natalen, nietdoen negative maupun akibatnya
keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu.
Penganjur istilah “peristiwa pidana” diantaranya menurut Mustafa

Abdullah dan Ruben Achmad bahwa istilah “peristiwa pidana” adalah sebagai
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terjemahan dari istilah bahasa Belanda Strafbaarfeit atau delict, disebutkan
bahwa dari beberapa istilah tersebut diatas yang paling tepat adalah istilah
peristiwa pidana karena yang mengancam dengan pidana bukan saja yang
berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan /
geboet) atau tidak bertindak.'®

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan
yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari
istilah strafbaarfeit setiVlaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dapat dikatg sebagai istilah resmi dalam perundang-

ampir seluruh peraturan perundang-
ana. Ahli hukum yang
alah Wirjono Prodjodikoro;

, misalnya Mr. R.

_

s Hukum Pidana, A.

dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal
14 ayat (1);

3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum juga
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan

strafbaarfeit;

16 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, “Istilah Hukum Pidana”, Jakarta: Ghalia
Indonesia, Cetakan pertama, 1986, him.25

31



4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum
Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini diggunakan Mr. Karni dalam
bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga
Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum
Pidana Indonesia;

6. Perbuatan yang dapat dihlukum digunakan oleh pembentuk undang-
undang dalam U, dang Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api
dan Bah Peledak

7. Perb)é1 pidana, digun:

beliau, misal

oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan
Pidana.

1 atas, untuk menentukan suatu
'lah perbuatan yang
tindak pidana yang
ebut dengan barangsiapa
a lain, perbuatan yang tergolong

tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat

diancam dengan sanksi pidana.

Pengertian Anak

Pemahaman tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku
delikuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan
usia artinya tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria
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dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan
perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari
suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun
ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang
dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya
disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak
haram jaddah. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang

yang belum dewasa znderjarig / person under age), orang yang dibawah

umur/kea(ylbawah umur (minderjarig heid /inferiority) atau biasa disebut

juga sebagal anak yang berada d1b Wah pengawasan wali (minderjarige under

)

voordij). Pengertiananakitu sondiri Jlka kifa tinjav lebih lanjut dari segi usia
kronologis menurut hukwm dapat Berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan
untuk kep san yang digunakan
untuk meneén ak tersebut dapat kita
lihat pada tiap 4 pada saat ini.
Di ara  sosio cultural merupakan
masyarakat homogen, namun tampaknya batasan yuridis kapan seseorang
dapat dikategorikan sebagai anak menunjukkan ketidaktaatan asas
(inconsistency) antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, yakni
dualisme pengaturan.

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur

21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam Keputusan Presiden Republik
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Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention On The Right
Of The Child (Konvensi tentang hak-hak anak) bahwa untuk digunakan dalam
konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah
18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku
untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
anak dalam undang-undang dirlimuskan sebagai orang yang dalam perkara

anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan ) tahun, tetapi belum mencapai

umur 18 (delapan belas) tahun
minimum fyaitu 8 (delapa

an belum pernah kawin. Adanya batasan

un merupakan bentuk pembatasan

pe ahwa anak yang berada
a&belum dapat dimintakan

'i bila ia melakukan
or 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak kasi umur dikaitkan dengan
bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim. Bagi anak yang masih
berumur 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan,
sedangkan terhadap anak yang berusia diatas 12 (dua belas) hingga 18 (delapan
belas) tahun tidak hanya tindakan yang dapat dijatuhkan, tetapi dapat pula

dijatuhkan pidana. Pembedaan tersebut didasarkan atas pertumbuhan

perkembangan fisik, mental dan sosial anak.
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Berdasarkan Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak pada pasal 1 angka 2 yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum,
yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun yang disangka,
didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Disini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan
tentang usia berapa seseorang diilrtikan sebagai anak dibawah umur sehingga

berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang
khusus bagi kepentingan psikolog
Na hal berbeda ditu

hak memilih dal ilu dianggap telah mampu
g jawab ata g dilakukannya kalau ia sudah

-hal tersebut dapat

dalam lapangan Hukum Tata Negara,

mencapai U

Adapun ses. pe ak terdiri dari beberapa fase
pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas
perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan
tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada anak usia anak 0 tahun sampai
dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan
masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi

tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa
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bagi anak-anak, masa kritis (frozalter) pertama dan tumbuhnya
seksualitas awal pada anak.
. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai
masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 pariode, yaitu:
a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode
intelektual.
Periode intelektual inL adalah masa belajar awal dimulai dengan
memasuki rsyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah

kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan

a kemampuan ana berbagai macam potensi, namun masih

lat tersembunyi).

rtas awal yang dikenal dengan

_

berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.

Sejalan dengan perkembangannya fungsi jasmaniah, Perkembangan
intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada
pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar
terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut
sebagai fragmantis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada

kegunaan-kegunaan teknis.
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3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang
dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan
adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari
anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase yaitu:
a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra pubertas.
b. Masa menentang kegua, fase negative, trozalter kedua, periode

verneinu;?

Masa pubertas sebe

nya, mulai kurang lebih 14 tahun, masa

pubertas pada anak 2 pada umumnya berlangsung lebih awal

dari m

Fase adoles

ih usia 17 tahun sampai sekitar
, didalam periode ini
terjadi pem besar yang dialami anak
(indakan kearah lebih agresif
sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat
digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukan kearah gejala

kenakalan anak.

Pengertian Tindak Pidana Anak
Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing Juvenile Deliquency
(JD). Juvenile sinonim dengan istilah young person (orang yang muda),

youngster (masa muda), youth (kaum muda), child (anak-anak) ataupun
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adolescent (remaja). Adapun Deliquency adalah tindakan atau perbuatan (act)
yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan
oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.

Delinquency juga berarti doing wrong, terabaikan/ mengabaikan yang
kemudian diperluas artinya jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat
ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-
lain. Dengan demikian secara etimologi JD adalah kejahatan anak, dan dilihat

dari pelakunya maka ?D yang berarti penjahat anak atau anak jahat.

Suat:/erbuatan dikatakan. delinkuen apabila perbuatan-perbuatan

tersebut beftentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia

hidup ata anti sosialyang didilamnya terkandung unsur-

ak-anak merupakan
manifestasi erugikan orang lain
seperti yang dii ejahatan yang tercantum
dalam Kitab Undang KUHP) dimana pelaku harus
menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab
terhadap perbuatannya tersebut. Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana
yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada
dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan
psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang

cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat

dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat
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D.

dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan
mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Pengertian Juvenile Deliquency menurut Kartini Kartono adalah sebagai
berikut Juvenile Deliquency yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan /
kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial
pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian
sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku
yang menyimpang./sedangkan Juvenile Deliquency menurut Romli

Atmasasmita adalah: setiap pesbuatan atau tingkah laku seseorang anak

dibawah umur 18 Tahun dan kawin yang merupakan pelanggaran

terhadap rta dapat membahayakan
perkemb: rsangkutan. Sedangkan dalam
Kamus Basa osia, ¢ Loy ai tingkah laku yang

menyalahi [se berlaku dalam suatu

masyarakat.

tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :
a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak,
baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum

lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sistem Peradilan Pidana Anak

39



Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) adalah sistem dalam
suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi
berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-
batas toleransi masyarakat. Menurut Muladi sistem peradilan pidana
merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum
pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana
formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan
substansial ini harus ?lihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang

terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja

akan membawa bencana berupa Ketidakadilan. Menurut Romli Atmasasmita

putusan dalam proses yang

membawa n pengertian criminal
Jjustice system 1 dari setiap instansi yang

Di dalam kata “Sistem peradilan pidana anak”, terkandung unsur “sistem
peradilan pidana” dan unsur “anak”. Kata “anak™ dalam kata “sistem peradilan
pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem
peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem
peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah

anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang

melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Istilah sistem
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peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice
System, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi
yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi Polisi, Jaksa Penuntut
Umum dan Penasehat Hukum, Lembaga Pengawasan, pusat-pusat penahanan
anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, yang din}aksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak

adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan

hukum, anak grang menjadi ko atau saksi tindak pidana mulai tahap

penyelidi bimbingan setelah menjalani pidana.'’

Sistem Peradi lak dasarkan asas:'®

a. peliadungan;

f.  kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;

h. proporsional;

1. perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.

j.  nonretributif; dan

7" Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak.

'8 Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
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k. Ultimum Remedium.
Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk:'’

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya;

b. dipisahkan dari orang dewasa;

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

d. melakukan kegiatan rekrea;ional;

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,

tidak mamusiawi ahkan derajat dan martabatnya;

idana seumur hidup;

g. ali sebagai upaya terakhir
h. ang objektif, tidak
.

] dan orang yang dianggap

nyaman oleh Anak;

k. memperoleh advokasi sosial;

1. memperoleh kehidupan pribadi;

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan

' Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
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p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 5 :*°

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan
Keadilan Restoratif.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
P y

a. penyidikanin penuntutan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan

(2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Sistem peradilan pidana tidak terlepas dari upaya penanggulangan
kejahatan yang dapat dilakukan dengan sarana penal maupun non penal.
Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan
kejahatan dengan sarana hukum pidana. Sistem peradilan pidana didalamnya

terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian,

" Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
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Kejaksaan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara
keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentranformasikan masukan
(input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana
yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan
kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).?’

Hal tersebut berlaku pula pada sistem peradilan pidana anak yaitu tujuan
jangka pendek dari sistem peraldilan pidana anak adalah resosialisasi atau
pembinaan untuk m?persiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku
anak, tujuan jangka menengah sis
pelaku anjersebut melakuk:

1 siste

peradilan pidana anak adalah mencegah

ahatan lebih lanjut serta tujuan jangka

panjang ¢ ejahteraan bagi anak.

man dan pidana yang
dalam baha keduanya, yaitu straf.
Istilah hukuman @ macam sanksi baik perdata,
administratif, disiplin da kan 1stilah pidana diartikan sempit
yang berkaitan dengan hukum pidana.*

Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit yaitu penghukuman
dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau

penjatuhan pidana yang mempunyai arti yang sama dengan sentence atau

veroordeling. Istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai arti khusus,

2 Muladi, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”,Op.cit, hlm. vii

2 A.Z Abidin dan Andi Hamzah, Op.cit, him. 41

44



sehingga perlu ada pembatasan yang dapat menunjukan ciri-ciri serta sifat-
sifatnya yang khas. Pandangan-pandangan tentang tujuan pemidanaan
sesungguhnya tidak lepas dan erat kaitannya dengan perkembangan teori-teori
pemidanaan. Secara tradisional, teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat
dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau pembalasan
(retributive) dan teori relatif atau tujuan (utilitarian). Kedua teori tersebut tidak
luput pula dari pengaruh yang berkembang dari dua mazhab/aliran dalam
hukum pidana, kedua iemikiran tersebut adalah pemikiran klasik dan positif.

Di \I:?esia sendiri, hukum pidana positif belum pernah merumuskan

tujuan pemddanaan. Bahkan bila menelusuri pelbagai perundang- undangan di

Indonesid, baik undang-undang pidana atad’ undang-undang non pidana yang

memuat sanksi pidana, alasan atau [fujtan yang ingin dicapai dari pencantuman

suatu san G0 IS ey pernah dibuat dalam

dangan telah memberikan
puan negara yang telah
melampaui ambang batas dan mencapai titik nadir menyebabkan banyak pihak
mencoba mencari alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Sejauh ini terdapat
dua model alternatif yang dipilih masyarakat yaitu main hakim sendiri
atau melalui upaya perdamaian. Oleh karena itu banyak alternatif perubahan
yang ditawarkan dan kemudian berkembang sebagai teori atau faham dalam
pengembangan ilmu hukum pidana diantaranya konsep pemidanaan, sepanjang

kurun waktu beberapa tahun terakhir paham abolisionis mengemukakan
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sebagai bagian dari tuntutan perubahan tersebut. Paham abolisionis ini
berkembang mulai dari abolisionis yang meminta adanya penghapusan
hukuman mati hingga reformasi terhadap sistem hukuman badan berupa
pemenjaraan untuk digantikan dengan jenis tindak pidana lainnya.

Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan
dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya
merupakan bagian integral dari kgsejahteraan sosial (social welfare), dalam arti
bahwa kesejahteraan /tau kepentingan anak berada di bawah kepentingan

masyarakat. n tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan
kepenting anak itu pada

atnya merupakan bagian dari usaha

secara umum dapat

>

dilihat dala ai adalah dalam upaya

seimbang. Selain itu, dalam penjelasan diuraikan pula bahwa dengan
dikeluarkannya Undang-undang tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk
lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa
depannya yang masih panjang. Dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan
kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi
manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga,

masyarakat, bangsa dan negara.
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Sementara itu, dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
(UU No.11 Tahun 2012 tentang SPP Anak), juga tidak secara eksplisit
mengatur tujuan pemidanaan. dalam konsideran Undang-undang No.11 Tahun
2012 tentang SPP Anak, bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang No.11
Tahun 2012 tentang SPP Anak adalah oleh karena Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara

komprehensif membe;'.kan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan

hukum, kh?nya hukum pidana, sehingga perlu diganti dengan undang-

undang bagll. Di samping itu, dalam penjelasan umum Undang-undang No.11

Tahun 2( a diuraikan bahwa Undang- undang Nomor
Anak dimaksudkan untuk melindungi dan
dapat menyongsong
sempatan kepada anak
agar melalui p a untuk menjadi manusia
a bagi diri sendiri, keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak
diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu undang-undang tersebut
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum
secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang
berkonflik dengan hukum sehingga perlu adanya perubahan paradigma dalam

penanganan anak yang berkonflik dengan hukum antara lain didasarkan pada
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peran dan tugas masyarakat, pemerintah, Lembaga negara lainnya yang
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak
serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan
hukum. Selain itu, juga agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar
menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan

hukum sebagai penerus bangsa.

y

F. Tujuan Dan P?es Dilakukan Diversi

Anajg melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan

kriminal safigat dipengaruhi by pa faktor lain di luar diri anak. Untuk

melakukan perlin ruh proses formal sistem

pidana, mak. sia atau para ahli hukum dan
engeluarkan (remove)
seorang an a1'1 melakukan tindak
pidana dari prese rikan alternatif lain yang
iran tersebut, maka lahirlah
konsep Diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi atau
pengalihan.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata ”Diversion” pertama
kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak

yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (President ’s Crime

Commissions) Australia di Amerika Serikat pada Tahun 1990.%

» Marlina , “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Equality, 2008, hlm. 1
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Berdasarkan United Nation Standard Minimum Rules For The
Administration Of Juvenile Justice ( The Beijing Rules), Resolusi PBB 40/33
tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan
kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam
menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak
mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak
meneruskan/melepaskan dari1 proses peradilan pidana atau

mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan

pelayanan sosial lainnya.”*
Tindakan-tindakan kebija

ni disebut sebagai Diversi (Diversion)
’SMRJJ/The Beijing Rules

ak ckanisme yang memungkinkan
anak dialit pevadilan mena anan sosial lainnya.
Penerapan rangi dampak negatif
keterlibatan ana
Pengertian Dive ) 1 United Nation Standart Minimum
Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) butir 6 dan
butir 11 terkandung pernyataan mengenai Diversi yakni sebagai proses
pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana

ke proses informal seperti mengembalikan kepada Lembaga sosial masyarakat

baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan

* Setya Wahyudi, Op.cit, him. 67
»  Setya Wahyudi, Op.cit, hlm. 67
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kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai
kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Dalam hal Penyelesaian perkara pidana Anak, pengadilan Anak
mengupayakan untuk kepentingan terbaik Anak, baik dari segi fisik maupun
psikologis. Dalam pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa sistem
peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
Keadilan Restoratif dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan

Keadilan Restoratif /adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan

melibatkalyku, korban, keluagga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait

untuk bersama-sama mencari jpenyelesaian yang adil dengan menekankan

galinan  penyeil Anak dari proses
al ini tertuang dalam
pasal 1 ayat (6 sendiri diatur oleh pasal 6
UU SPPA yang perdamaian antara korban dan
anak; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan
anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan
berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan

berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
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pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (restitutio in
integrum), dan bukan pembalasan.

Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan
oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang
menyatakan bahwa: Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang
dilakukan yang diancam dengan Pidana penjara dibawah 7 (tahun) dan bukan

merupakan pengulant? tindak pidana.

Melyeraturan Mahkan Agung No. 4 Tahun 2014 (selanjutnya

disebut P

a No. 4 Tahun 2( usyawarah diversi adalah musyawarah
ali, korban dan/atau orang
tua/wali, p imbi a sosial profesional, perwakilan

dan pihalspi ibat lainnya wa esepakatan diversi

melalui pefid silitator adalah hakim
yang ditunjuk<gle
bersangkutan. Dalam. Pass

diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum

gani perkara anak yang

[ahun 2014, dijelaskan bahwa

berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin
tetapi belum berumur 18 (tahun).

UU SPPA menentukan bahwa proses diversi pada setiap tingkat
pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak.
Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Jika tidak

dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversi maka
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dalam pasal 95 UU SPPA memberikan ancaman sanksi administratif bagi
pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik,
Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan
kewajiban dalam melaksanakan diversi di mana diatur dalam pasal 96 UU
SPPA dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp. 200.000.000,- ﬁdua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 8 t (3) UU SPPA proses diversi wajib memperhatikan:

Kepentinga rban; Kesejahter
stigma negatif, Menghindari

dan tanggung jawab Anak; Penghindaran

1lasan; Keharmonisan masyarakat; dan

UU SPPA upaya wajib
1atur dalam ketentuan Pasal 7,

a diperinci, Diversi

1)  Setelah ti 12 diadukan, kemudian dibuat
Laporan Polisi, maka Penyidik wajib bersurat untuk meminta
pertimbangan dan saran tertulis dari petugas Pembimbing
Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas);

2)  Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada

Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan

Penyidik diterima;
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3)

4)

5)

Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari setelah Penyidikan dimulai dan proses diversi dilaksanakan
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi;

Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka
polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja Sosial
Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan
melibatkan pihak terkailt, di mana proses musyawarah tersebut

dilaksanakan rling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya

diversi#Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan
1 ira tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita
Penuntut Umum;
a pihak mencapai kesepakatan,
it entuk kesepakatan
ampaikan oleh atasan
tingkat pemeriksaan ke
mnya dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh
penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi.
Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan,
Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3

(tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut

Penyidik menerbitkan penghentian penyidikan;
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6)

Apabila diversi gagal, Penyidik membuat Berita Acara Diversi dan
wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut
Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan
Penelitian Masyarakat dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan/
Bapas.

Diversi pada tingkat Penuntutan diatur dalam ketentuan Pasal 7, dan

Pasal 42 UU SPPA. Apabila dipgrinci, Diversi dilakukan ditingkat penuntutan

lazimnya dalam praktikdilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1)

2)

3)

apas serta kendala yang
penyidikan;
versi dalam waktu

berkas perkara dari

ing lama 30 (tiga puluh)

Apabila Pelaku maupun Korban setuju untuk dilakukan diversi maka
Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas dan Pekerja
Sosial Profesional memulai proses musyawarah penyelesaian perkara
dengan melibatkan pihak terkait, di mana proses musyawarah tersebut
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya

diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan
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diversi maka penuntutan perkara tersebut dilanjutkan, dibutkan Berita
Acara Proses Diversi dan perkara dilimpahkan ke Pengadilan Anak;

4)  Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan,
maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan
diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan
pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke
Pengadilan Negeri sesuai jiengan daerah hukumnya dalam waktu paling
lama 3 (tigzyhari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh

penetapan. Kemudian Pgngadilan mengeluarkan Penetapan dalam

1 sejak diterimanya kesepakatan diversi.

'bimbing Kemasyarakatan,

m dalam waktu paling lama 3

Hiclan cic 'penetapan tersebut
ian penuntutan;

5) 1t elimpahkan perkara ke

Acara Diversi dan Laporan

Penelitian Masyarakat.
Diversi pada tingkat pemeriksaan di sidang Anak (tahap persidangan)
diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 52 UU SPPA. Apabila

diperinci, Diversi dilakukan ditingkat pemeriksaan di sidang Anak lazimnya

dalam praktik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
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1)

2)

3)

4)

Setelah menerima berkas dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib
menetapkan hakim Anak atau Majelis Hakim Anak untuk menangani
perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara;
Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada praktik peradilan, yang
melakukan Diversi tersebut sebagai Fasilitator Diversi yakni hakim
Anak yang ditunjuk olethetua Pengadilan untuk menangani perkara

anak yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014).

Diversiddilakukan melalui
terkait dan dilakukan

syawarah dengan melibatkan pihak-pihak

mencapai kesepakatan Diversi melalui

untuk dilakukan diversi maka
dan Pekerja Sosial

>

aian perkara dengan

Anak/ Majelis Hakim Anak tentang Penetapan Hari Diversi dan proses
diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri dan
kemudian dibuatkan Berita Acara Proses Diversi, baik berhasil maupun
yang gagal sebagaimana lampiran I, II, III, dan IV Perma No. 4 Tahun
2014 tanggal 24 Juli 2014;

Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan,

maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan
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5)

Diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan kepada Ketua
Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan. Ketua Pengadilan Negeri
mengeluarkan Penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut
disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Hakim Anak
yang menangani perkara dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak
ditetapkan (lampiran V,JVI, dan VII Perma No. 44 Tahun 2014).
Berikutnya, S(?lah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan tentang

kesepakatan diversi maka Hakim ~Anak/Majelis Hakim Anak

hentian pemeriksaan perkara dan juga
an terdakwa dikeluarkan
alam proses perkara dilakukan
ahap persidangan, di

mana selan persidangan sesuai dengan

Dalam Undang-undang No.l11 Tahun 2012 tentang SPP Anak telah diatur

mengenai Diversi yang termuat didalam beberapa pasal yaitu:

Pasal 1 angka 7 : %

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan

pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 5: %’

26

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak.
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1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan
Keadilan Restoratif.
2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain dalaLn Undang-Undang ini;

b. persidal?n Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan

pefadilan umum; dan
pembinaan, pembi an, pengawasan, dan/atau pendampingan
sela au tindakan dan setelah
menjalani

3) ana dimaksud pada

_

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

?” Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
®  Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
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e Pasal7:?%
1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal
tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) Tahun; dan
b. bukan merupakan pen%ﬂangan tindak pidana.

e Pasal8:% /

1) Proses Diversi dilakukan g

alui musyawarah yang melibatkan Anak

dan_grang tua/walinya, kqg dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing

al berdasarkan pendekatan

2) J=sentls Srah-se 'aksud pada ayat (1)
atau masyarakat.

3)

b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;

c. penghindaran stigma negatif;
d. penghindaran pembalasan;
e. keharmonisan masyarakat; dan

f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

»  Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
*® Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
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e Pasal9:’!
1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus
mempertimbangkan:
a. kategori tindak pidana;
b. umur Anak;
c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;
d. dukungan lingkungan Eeluarga dan masyarakat;

2) Kesepakatan Diyersi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau

Fre=ciiaa B g ; atau

yah minimum provinsi

e Pasal10: %
1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa
pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai
kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh

' Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
* Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
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penyidik  bersama pelaku dan/atau  keluarganya, Pembimbing
Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat
berbentuk:

a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. rehabilitasi medis dan Bsikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

d. i cndidikan atau pelatihan di lembaga

c.

pelatihan di lembaga pendidikan
atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d. pelayanan masyarakat.
e Pasal12:*
1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan

dalam bentuk kesepakatan Diversi.

* Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.

* Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
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2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di
setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah
hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan
dicapai untuk memperoleh penetapan.

3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari terBitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.

4) Penetapan seb?imana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada

Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim

hari sejak ditetapkan.
5) ‘ seb dimaksud pada ayat (4),

ntian penyidikan atau Penuntut

b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.
e Pasal14:7¢
1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang
dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab

di setiap tingkat pemeriksaan.

* Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
*®  Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
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2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi
dilaksanakan, = Pembimbing Kemasyarakatan wajib  melakukan
pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang
ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada
pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4) Pejabat yang bertanggung Jjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15 : °7

Ketentuaz i ksanaan proses Diversi, tata cara, dan

koordinasi i uran Pemerintah.

2) c yat (1) dilaksanakan paling

3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik
menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada

ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

37

Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
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Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
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4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan
melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita
acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pasal 42 : %

1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari
setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

2) Diversi sebagaimana dimaBsud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama

30 (tiga puluh)?'i.

3) Dalam hal proses Diversié berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut

ara Diversi beserta kesepakatan Diversi

nt enetapan.

4) um wajib menyampaikan berita
pengadilan dengan

Pasal 52 :

1) ad g il akim atau majelis hakim untuk

menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima
berkas perkara dari Penuntut Umum.
2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah

ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

39

Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
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Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
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3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama
30 (tiga puluh) hari.

4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.

5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim
menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada
ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

6) Dalam hal Diversi tidak b/erhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke

tahap persidang?

e Pasal57:%

1) n, Hakim memerintahkan Pembimbing
ap enelitian kemasyarakatan
kehadiran Anak, kecuali Hakim

2)

c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap
tubuh atau nyawa,

d. Hal lain yang dianggap perlu;

e. Berita acara Diversi; dan

f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

e Pasal 65:%

* Pasal 57 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
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1) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi,
melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap
Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk
melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

2) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan
penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di
dalam maupun di luar Sid&l?, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

3) menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di

4)
5) c!
syarat, cuti menjelang
bebas, d
Berdasarkan uraian di 3 m » berhadapan dengan hukum,

hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak

pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur Diversi.

* Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
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;APAN DENGAN

P DIVERSI

A.

3.2 Kejaksaan RI adald crintahanan yang melaksanakan
kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya
berdasarkan undang-undang.185 Sebagai badan yang berwenang dalam
penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan di pimpin oleh Jaksa Agung
yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan
Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan

negara khususnya dibidang penuntutan dimana semuanya merupakan satu

kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
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3.3 Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan
sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan
dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum,
penegakkan Hak Asasi Manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN). Didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI ini,l Kejaksaan sebagai lembaga negara yang
melaksanakan ke?«asaan negara dibidang penuntutan harus melaksanakan
fungsi, tugas dan wewenang
kekuzwz;emerintah dan

3.4 Dala 1 ew. Kejaksaan dipimpin oleh

a secara merdeka, terlepas dari pengaruh

h kekuasaan lainnya.*

Jaksa Agung Muda, 1 (satu)
Jaksaan Tinggi pada

Kejaksaan Republik

Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses
penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai
pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga
Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena

hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus

# Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67
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dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah
menurut Hukum Acara Pidana.

3.5 Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana
(executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan
juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,
yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana

kewenangan ter?ut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta

melaksanakan putusan pe
Undang-Undang. **

dilan, dan wewenang lain berdasarkan

esia dibagi menjadi 2 fase

>

ak lama di Indonesia.

pada posisi dan jabatan tertentu dikerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari
bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.
Seorang peneliti Belanda W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa
adalah pejabat Negara di zaman kerajaan Majapahit tepatnya saat Prabu
hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim

yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang

* https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diunduh pada tanggal 25

Desember 2020
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pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang Adhyaksa yakni
hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para Dhyaksa tadi.
Penelitian ini didukung peneliti lainnya yaitu H.H. Juynboll yang
mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim
tertinggi (oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven yang juga seorang
peneliti Belanda bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit
yakni Gajah Mada juga seorang Adhyaksa.®

Pada mas7pendudukan Belanda, badan yang relevansinya dengan

Jaksa dam Kejaksaan antard lain adalah Openbaar Ministerie, Lembaga

ini egawainya berperan sebagai Magistraat

dant Officie

Landraad (pengadilan
an Justisi) dan Hooggerechtshof

Ay Gt dari Residen/Asisten
_

a hadir atau lahir seiring
dengan prok 3 publik Indonesia namun pada saat itu
secara administrasi masih dibawah naungan Departemen Kehakiman.
Setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai

kedudukan kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam

lingkungan Departemen kehakiman. Dengan demikian secara yuridis

45 .
Ibid
* www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id= 3, diunduh pada tanggal 25 Desember
2020
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formal kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan
Indonesia diproklamasikan.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya Lembaga penuntut secara
resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintah zaman
pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh
Osuma Seirei Nomor 3/1942, Nomor 2/1944 dan Nomor 49/1944.
Eksistensi Kejaksaan saatlitu berada pada semua jenjang Pengadilan

yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin

(pengadilan tinggi) dan Tihgoo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu

seca ejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

n menurut hukum.*’

1945 serta peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, undang-
undang Nomor 1 Tahun 1946, undang-undang Nomor 7 Tahun 1947,
undang- undang Nomor 19 Tahun 1948. Berdasarkan ketentuan-
ketentuan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia masuk dalam wilayah

kekuasaan eksekutif atau  pemerintah yang mempunyai tugas

Ibid
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melakukan penuntutan dan penegakan hukum lain dilingkungan
yudikatif. **

Kejaksaan Republik Indonesia berdiri berdasarkan keputusan
pemerintah No. 2 UUD 1945 pada tanggal 22 Juli 1960. Pada waktu itu
sedang sidang kabinet memutuskan Kejaksaan menjadi departemen yang
berdiri sendiri dilepaskan dari Departemen Kehakiman. Putusan ini
kemudian dilegalisir deng?n keppres. No. 204 Tahun 1960 tantang

ketentuan-ketet?an pokok Kejaksaaan Republik Indonesia. Untuk

'anggal 30 Juni 1961
a Kejaksaan menjadi
berkembang menjadi non
departemen ndonesia. Dalam UU No.15
Tahun 1961 pasal 1 disebutkan bahwa kejaksaan merupakan alat negara
penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 tersebut
Kejaksaan juga mempuyai tugas :*’

1. a. Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana

pada pengadilan yang berwenang.

48
49

Kejaksaan

Ibid
Pasal 1 Undang-undanng No. 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok
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b. Menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana.

2. Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan
pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat
penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang
Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dan NegaEa.

4. Melaksan?n tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya

olelfsuatu peraturan Negara.
eiring dengan pet angan waktu dan untuk meningkatkan

k i egara Republik Indonesia
gai negara h Pancasila dan Undang-undang

antapkan kedudukan

sebagai lembaga

intaha sgara dibidang penuntutan
dalam tata adan-badan penegak hukum dan
keadilan dan sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan
perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia maka
diadakan perubahan terhadap ketentuan UU No. 15 Tahun 1961 Tentang
Ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan yang selanjutnya diganti dengan
UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Dalam UU No.5 Tahun 1991 dijelaskan bahwa kejaksaan adalah

Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang
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penuntutan. Selain itu didalam UU No.5 Tahun 1991 juga dijelaskan
pengertian jaksa yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Sedangkan jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian
teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya
memungkinkan kelancaram} pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Dalam perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

negara um yang berdag
Ne Republik Indones

an pancasila dan Undang-undang Dasar

un 1945 maka penegakan hukum dan
dalam mencapai tujuan
Indonesia termasuk salah satu
kehakiman menurut

>

sia Tahun 1945 dan

Negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak
manapun serta Undang-undang No.5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka
diganti dengan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia.
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b. Masa Reformasi

Dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia dijelaskan bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan
yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dan melaksanakan
kekuasaan Negara secara merdeka. Yang dimaksud secara merdeka disini
adalah kejaksaan dalam mglaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya
terlepas dari pe?aruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Dalam undang-undang
gan kejaksaan ya

ni terdapat hal baru yang berkaitan dengan

ak ditemui dalam UU No.15 Tahun 1961

angan lain yang diberikan
g-undang. Kejaksaan sebagai
m dengan kekuasaan

>

A pencapaian tujuan

kemudian dituangkan kembali dalam rencana pembangunan jangka
menengah Nasional RPJMN 2010-2014, dalam rangka mendukung
terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan,
kebijakan pembangunan dibidang hukum dan aparatur diarahkan pada
perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi :

1. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;

2. Peningkatan kinerja Lembaga dibidang hukum:;
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3. Peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM;

4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
korupsi kolusi dan nepotisme (KKN);

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

7. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dalam UU No.16 JTahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia dite?@kan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah

Lembagaspemerintah yang/ melaksanakan kekuasaan Negara dibidang

dikatakan kedudukan kejaksaan beralih
dasarkan perkembangan
n tersebut dapat dilihat bahwa
Slibya ’diatur secara tegas
berpengaruh  dalam
mengimplern: ewenangnya, hal ini tentu
sangat berkaitan dengan kinerja kejaksaan itu sendiri.203 Selain itu
pengertian jaksa dalam UU No. 16 Tahun 2004 juga mengalami
perubahan yaitu jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang
oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (pasal 1 ayat 1).
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Dalam pasal ini disebutkan juga bahwa Jaksa juga mempunyai
wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Sedangkan yang disebut Jaksa berasal dari kata “adhyaksa” yang
berasal dari bahasa sansekerta yang dapat diartikan dalam berbagai arti :
1. Superintendant atau superintendence.
2. Pengawasan dalam urusan kependetaan, baik agama budha maupun
syiwa dan mengepagli kuil-kuil yang didirikan disekitar istana.

Disampinyitu juga bertugas sebagai hakim dan demikian dia

ive bijde landraad, yang
dalam dunia modern sekarang
atakan bahwa sejak
dahulu kala punyai kewenangan yang
cukup luas.| Sela o lalu berhubungan dengan bidang
yudikatif bahkan pada masanya juga berhubungan dengan bidang
keagamaan.
Pengertian Penuntut Umum
Menurut Undang- undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, adapun pengertian Penuntut Umum adalah jaksa yang
diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan

melaksanakan penetapan hakim.
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Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Undang-undang Kejaksaan) adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selain itu, Pasal
140 ayat (1) KUHAP menyatilkan bahwa: “Dalam hal penuntut umum

berpendapat bahwa dai" hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam

waktu secepatiya membuat suy
pengadilangselesai, maka berla
clesai, penuntut umum

i “Setel ik i
mengajukan tuntutan pi : enuntutan, pemeriksaan, hingga

Gt U AN asi dengan berbagai

>

dakwaan”. Setelah proses pemeriksaan

sal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yang

pihak, sepe ara atau proses yang

m mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau
penyidik pembantu;

2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan
memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari

penyidik;

0 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5d94210cbf1d6/kedudukan-
penuntut-umum-dalam-proses-peradilan, diunduh pada tanggal 25 Desember 2020
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3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya
dilimpahkan oleh penyidik;

4. Membuat surat dakwaan,;

5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari
dan waktu perkara disidzbngkan yang disertai surat panggilan, baik
kepada terdakvymaupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang
telah ditentukan;

7.

8.

0. up tugas dan tanggung jawab

mdang ini;

10.

Salah sa Pidana Terhadap Orang
dan Harta Bend - Penuntutan. Dalam melaksanakan

tugasnya, Subdirektorat Penuntutan tersebut menyelenggarakan fungsi:

1.

2.

Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak

pidana orang dan harta benda pada tahap penuntutan;

. Analisis dan penyiapan pemberian pertimbangan hukum penanganan

perkara tindak pidana orang dan harta benda pada tahap penuntutan;
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4. Penyiapan dan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana orang dan
harta benda pada tahap penuntutan meliputi penerimaan dan penelitian
tersangka di wilayah kejaksaan negeri yang berwenang, penelitian barang
bukti di wilayah kejaksaan negeri yang berwenang dan/atau dimana
barang bukti tersebut berada dan penyusunan surat dakwaan;

5. Penyiapan pelaksanaan pengendalian penanganan perkara tindak pidana
orang dan harta benda padla pelaksanaan diversi, pelimpahan tersangka

dan barang bukt ke pengadilan, upaya hukum biasa dan kebijakan lain

yang d lukan dalam pelaksanaan penuntutan;
. an pelaksanaan 1asi dan kerja sama dalam penanganan

6
ap penuntutan;
7.
8. anan perkara tindak
9. sunan laporan penanganan

perkara tahap penut 12 a orang dan harta benda.

Tugas dan wewenang Jaksa dan Penuntut Umum dalam penanganan

anak yang berhadapan dengan hukum

Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara dibidang penuntutan, merupakan salah satu sub sistem dalam

sistem peradilan pidana terpadu. Selanjutnya dalam Undang-undang No.16
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Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan kejaksaan
dalam (pasal 2)°' menegaskan bahwa :

1. Kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintah;

2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang

penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang;

3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;

4. Kejaksaan adalah satu ;ian tidak terpisahkan.

Tugas dan we?ang kejaksaan sangat luas menjangkau area hukum

pidana, perdate a negara serta juga mencakup ketertiban

aksanaannya dipimpin, dikendalikan dan

. ’naﬁ Jaksa Agung dalam
bernegara a jadi sangat krusial, lebih-lebih
pada saat“in 17 - 1g Qataix asi yang salah satu

_

penegakkan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi
hukum dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu

basis pengabdian institusi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara

! Pasal 2 Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67
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dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis dalam batas jurisdiksi
negara.”

Kedudukan Kejaksaan dalam penegakkan hukum di Indonesia, sebagai
salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan
terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya
untuk mencapai tujuan dari hukum tersebut. Sedangkan dengan hubungannya
dengan upaya penegakkan hlukum di Indonesia, Soerjono Soekanto
mengatakan bahwa “?ukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor

penegakkan hukum vyang tidak  biasa diabaikan, jika diabaikan akan

akkan hukum yang diharapkan”.”

menyebablé
A S an undang-undang No.16
Tahun 2004, Kejaksaan ewenang:

1) Dibida axsaan Vemoun yewenang :

_

san pengadilan yang telah

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas

bersyarat213.

> Kejaksaan Agung Republik Indonesia pusat pendidikan dan pelatihan, “pokok-

pokok rumusan hasil sarasehan terbatas platform upaya optimalisasi pengabdian institusi

kejaksaan”, Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 1999, him. 2
> Marwan Effendy, “Kejaksaan RI Posisi dan fungsinya dan perspektif hukum”, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2005 him 101.
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d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa
khusus dapat bertindak ba% di dalam maupun di luar pengadilan untuk
dan atas nama I?ara atau pemerintah.

3) Dalam bidang ketertiban /dan ketentraman umum, kejaksaan turut

d. apat membahayakan

penodaan agama;
f.  Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Selain itu khusus Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang
sebagaimana diatur UU Nomor 16 Tahun 2004 yaitu :
a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakkan hukum dan
keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
b. Mengefektifkan proses penegakkan hukum yang diberikan oleh

undang-undang;
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c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah
Agung dalam perkara Pidana, Perdata, dan Tata Tsaha Negara;

e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah
Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;

f.  Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar
wilayah kekuasaanl negara  Republik  Indonesia  karena
keterlibataryya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Selai ditegaskan pula bahwa:

1) w.\ntutan yang dilaksanakan
i 1 berdasarkan hukum dan hatai

2) sud pada ayat 1

erwakilan Rakyat sesuai

Dalam mengimplementasikan tugas dan wewenang Kejaksaaan tersebut

maka telah dituangkan dalam visi dan misi kejaksaan untuk menjadi pedoman

dalam rencana kerja kejaksaan. Dijelaskan bahwa visi Kejaksaan adalah

“mewujudkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan

tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam negara

hukum berdasarkan Pancasila” sedangkan misi kejaksaan adalah :

a. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakkan hukum;
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b. Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM;

c. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakkan hukum
dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, dengan
memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam
masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai lembaga yang berwenang melakukan
penuntutan di Indonesia, Kejeg(saan dalam melakukan tugas penuntutan
haruslah berpedoman/terhadap 3 (tiga) doktrin Kejaksaan yang termuat

dalam Tri karma Adhyaksa. Ketiga doktrin tersebut sebagaimana diatur dalam

(keputusan  jaksa Agung tentang

‘ : ’ksa}, Yaitu:
1. : : i j ol s melaksanakan tugasnya harus

at dipisah-pisahkan.

_

dan perbuatan setiap warganya.

2. Mandiri: Setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya
menyadari bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya badan hukum negara
penuntut umum yang diamanahkan dan dipercayakan masyarakat, negara
dan pemerintah yang mewajibkan setiap warganya untuk senantiasa

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuannya.
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3. Mumpuni: Setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya
dengan prakarsa sendiri dan membangun serta mengembangkan kerja
sam dengan badan negara terutama dibidang penegakkan hukum dengan
dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, dan
keakraban untuk mencapai keberhasilan.

Dengan berpedoman kepada Tri Krama Adhyaksa tersebut diharapkan
warga Kejaksaan khususnya Jaljsa sebagai penegak hukum agar bisa lebih
bersikap profesioanaydalam mengemban tugasnya sebagai abdi Negara

dibidang penegakkan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, landasan kejaksaan

doktrin Krama Adhyaks lah pancasila sebagai landasan idiil

sumber hukum demi

pancasila.
Jaksa yang \menja 1 erdasarkan Pasal 14 KUHAP,
penuntut umum mempunyai wewenang:
1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau
penyidik pembantu;
2. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan
memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari

penyidik;
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3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya
dilimpahkan oleh penyidik;

4. membuat surat dakwaan;

5. melimpahkan perkara ke pengadilan;

6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari
dan waktu perkara disidz;ngkan yang disertai surat panggilan, baik
kepada terdakvymaupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang

telah dite

7. melakukan penuntutan;

8. menutup per p ke y
0. gadakan tin up tugas dan tanggung jawab

mdang ini;
10.
pada tahap penuntutan
kejaksaan sebagai : eluarkan Surat Edaran Jaksa

Agung RI Nomor : SE-02/JA/6/1989 tanggal 10 Juli 1989 tentang penuntutan
terhadap anak yang diteruskan dengan dikeluarkan Surat edaran Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-532/E11/1995 tanggal 9 November
1995 tentang petunjuk tekhnis tentang penuntutan terhadap anak, yang isinya
sebagai berikut :**

1. Prapenuntutan

> Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-532/E11/1995
tanggal 9 November 1995 tentang petunjuk tekhnis tentang penuntutan terhadap anak
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Segera setelah menerima SPDP agar diperhatikan usia dari tersangka
Apabila usia tersangka masih dibawah 16 Tahun segera pastikan
kepada penyidik tentang usia tersangka dengan mencari bukti-bukti
authentik seperti akte kelahiran atau akte kenal lahir, data disekolah,
kelurahan, dan lain-lain.

Setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan alat
bukti yang syah maka dlilakukan kegiatan sebagai berikut :

. Melalykan secara hirarki tentang indentitas tersangka, kasus

osisi, ketentuan yamg dilanggar dan hal-hal yang dipandang

Apd g ' 10 ‘Tahun pada saat
melakuka a t, agar jaksa peneliti (calon

[TResR aican pada penyidik untuk

cukup diberikan

sana kepada tersangka

sehingga perkaranya tidak
perlu dikirimkan ke kejaksaan (SE- 02/JA/6/1989).

e Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera
dibebaskan ~ melalui  prosedur  penangguhan/pengalihan
penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk
melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada

rutan/ Lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa.
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d. Mengikuti secara aktif setiap perkembangan penyidikan untuk
menghindari penyelesaian yang berlarut-larut.

e. Dalam penyerahan tahap pertama agar disamping meneliti syarat
formal dan materiil juga disarankan memeriksa hasil penelitian
Prayuwana (Bispa) setempat.

f. Pendapat Prayuwana (Bispa) benar-benar diperhatikan dan
dimanfaatkan dalam pglyelesaian perkara.

g. Apabila teryﬂgka anak dibawah umur tersebut melakukan tindak

pidama bersama-sama/ dengan orang dewasa agar penuntutan

rdakwa dilakukan secara terpisah (pasal

aya jaksa benar-benar meneliti
T ~escl depan anak dan

_

sangka anak dibawah

Penuntutan

a. Perkara yang tersangkanya anak dibawah umur supaya diprioritaskan
penyelesaiannya.

b. Tata tertib sidang anak dibawah umur harus sesuai dengan peraturan
Menteri Kehakiman Nomor : M-06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang
tata tertib persidangan dan tata ruang sidang.

c. Tuntutan terhadap anak dibawah umur dilakukan sebagai berikut :
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e Apabila terdakwa anak dibawah umur tersebut tidak ditahan,
supaya mengajukan tuntutan agar anak tersebut dikembalikan
kepada orang tua/ wali untuk dididik dan kalau orang tua/wali
menolak, hendaknya dituntut untuk diserahkan kepada
organisasi/suatu badan tertentu untuk mendapat pendidikan
sebagaimana mestinya tanpa pidana apapun (Pasal 45 dan pasal
46 KUHP) atau

e Dalam /al tersangka ditahan, agar Jaksa Penuntut Umum

tahanan atau

Dal emandang perlu menuntut

pidana pe mani Surat Edaran Jaksa Agung
“Pedoman  Tuntutan
Setelah d or 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak ma dengan mengeluarkan Surat
Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B-
741/E/Epo.1/X11/1998 tanggal 15 Desember 1998 dan Nomor: B-
129/E.3/Epo.1/2/1999 Perihal Pelaksanaan Undang-Undang No:3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak yang isinya sebagai berikut:

1. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak

belum berusia 18 Tahun.
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2.  Memerintahkan kepada para Jaksa dalam wilayah hukum saudara untuk
mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan termaktub dalam
Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

3. Untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
No.3 Tahun 1997 diminta agar saudara mengusulkan nama-nama dari
setiap Kejaksaan Negeri/Kejaksaan tinggi sebagai jaksa untuk Pengadilan
anak yang akan diangkaE dengan keputusan Jaksa Agung dengan

memperhatikan hal=hal sebagai berikut:

a. Telali"berpengalaman
g dilakukan oleh g

agail jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana

memahami masalah anak.

4. um diterbitkan, maka dengan
. No.3 Tahun 1997

agar k Pengadilan Anak.
Denga antara Ketua Mahkamah
Agung Republik| Indor K sung Republik Indonesia, Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia tentang
penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember
2009, maka Kejaksaan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B- 363/E/EJP/02/2010 tanggal
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25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum, yang berisi:
1. Pengertian
a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik
dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
b. Penanganan anak yang berhaapan dengan hukum, meliputi :
e Anak sebagai pelaku;

.
e Anak se%ai korban;

eadilan Restoratif ) suatu penyelesaian secara adil yang

elibat ’ka dan pihak yang terkait
dalam suvatu 1 ecara bersama-sama mencari
9 datsresils ;’f,,f-"——:

dan implikasinya,

a keadaan semula.

b. Setelah menerima SPDP segera diterbitkan Surat Perintah
Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan
penyidikan perkara (P-16)

c. Agar Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk memperhatikan usia
tersangka dan memastikan kepada penyidik dengan mencari bukti-
bukti autentik seperti akte kelahiran atau akte kenal lahir, data

disekolah, kelurahan, dan lain-lain.
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Melaporkan secara hirarki tentang indentitas tersangka, kasus posisi,
ketentuan yang dilanggar dan hal-hal yang dipandang perlu.
Mengikuti secara akurat setiap perkembangan penyidikan dan
mengintesiftkan koordinasi baik dengan penyidik maupun pihak
terkait guna mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian
perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hal anak ditahjm maka penempatannya dipisahkan dengan
tahan oran?ewasa atau dititipkan di Rumah tahanan Khusus Anak.

Bahwa Penyidik dalam proses penyidikan dan penyerahan berkas

m dilaksanakan segera dengan mengikut

a tahap pertama agar disamping

oimal dd Ate kan memeriksa hasil

penyelesaian perkara.

Apabila tersangka melakukan tindak pidana dengan orang dewasa
agar penuntutan terhadap masing-masing tersangka dilakukan secara
terpisah.

Bahwa pada saat penerimaan tersangka dan barang bukti (Tahap II ),
Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penerimaan dan penelitian

tersangka agar dilakukan dalam ruangan khusus bagi anak.
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Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil
penyidikan dan hasil penelitian kemasyarakatan dapat dilakukan
penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif maka Jaksa
Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan
Negeri.

Setelah menerima pelimpahkan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim

segera melaksanakan s/idang anak dengan acara pendekatan keadilan

restoratif. /

te wgmak agar  diprioritas
penyelesaian

’dang anak dibawah

g berlaku antara lain

pakaian dinas dan dalam

Bahwa dalam persidangan agar anak didampingi oleh orang tua,
wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing
kemasyarakatan.

Bahwa dalam hal tuntutan pidana agar JPU memperhatikan
kepentingan terbaik bagi anak.

Perlakuan anak sebagai saksi dan atau korban tindak pidana
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A.

f.  Dalam melakukan pemeriksaan anak sebagai saksi dan atau korban
dipersidangan agar Jaksa Penuntut Umum memperhatikan situasi
dan kondisi korban.

g. Meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai untuk
mendampingi anak saat memberikan keterangan dipersidangan.

h. Anak berhak mendapat perlindungan dari Lembaga perlindungan

saksi dan korban sesBai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. /
Dari begbagai kebijakan
dengan h yang dilakukan

situasi dalam per p 'nak sesuai dengan aturan
yang dikgluarkan oleh a g-undang, Keputusan Presiden,

am penanganan anak yang berhadapan

Kejaksaan diatas dilakukan berdasarkan

KAJIAN YURIDIS PEN AN NSEP DIVERSI OLEH JAKSA

TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Penerapan Konsep Diversi Yang Dilakukan Oleh Jaksa Terhadap
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Jambi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi

95



(pengalihan) dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari efek
negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh dalam keterlibatannya
pada sistem peradilan pidana. Jaksa mempunyai peran penting dalam
berlangsungnya proses diversi (pengalihan) dengan melibatkan korban,
pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang
terkait dengan suatu perkara tindak pidana.

Pemahaman tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku
tindak pidana bias?ya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia

berapakah séseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Dalam hukum
positif Indonesia anak ¢

an sebagai orang yang belum dewasa
dibawah umur/keadaan di
atau biasa disebut sebagai anak
er voordif).”

un 12 tentang Sistem
Peradilan yang berhadapan dengan
hukum adaah ] ngan | ukum, anak yang menjadi
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa anak yang
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut ‘anak’ adalah anak yang

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang diduga melakukan tindak pidana.’®

% Abdi Reza Fachlewi Junus, Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program Studi I[lmu Hukum Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, 2012,
Hlm. 35.
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Ada dua kategori perilaku anak yang membuat harus berhadapan
dengan hukum, yaitu status offence dan juvenile deliquency. Status Offence
merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang
dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos
sekolah atau kabur dari rumah. Sedangkan juvenille deliquency adalah
perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa
dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.”’

Perumusan ?’Versi seperti yang tersurat di dalam Pasal 1 angka 7

Undang zndang Sistem Peradilan anak adalah pengalihan penyelesaian

perkara dnak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

penyelesaian dipluar| peéhgadilaafatau ovir of the court settlement

ya dikenal schagai kebijakan'(diskresi) yang dilakukan oleh aparat
ukan beberapa hal,
yaitu sebag us, sengketa, konflik,
pertikaian at dapat mengesampingkan
perkara pidand ertentu dengan permintaan
kepada pelaku/pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban.®
Perspektif sistem peradilan pidana menjelaskan posisi diversi dalam
sistem peradilan pidana anak dapat dilihat sebagai suatu bentuk

perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun

demikian, terdapat ketentuan bahwa diversi hanya dapat dilakukan terhadap

7 Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa Situasi Sistem

Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justicia System) di Indonesia, UNICEF : Indonesia, 2003, Hm. 2
Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, Perspektif Keadilan
Bermartabat, Yogyakarta, Nusa Media Yogyakarta, 2001, Him. 34
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tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan
merupakan pengulangan tindak pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat (2)
Undang - Undang Sistem Peradilan Anak, bahwa Diversi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang
dilakukan :

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan

b. Bukan merupakag pengulangan tindak pidana.

Proses diver?berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem

Peradiljlyidana Anak hatus memperhatikan kepentingan korban,

kesejahtéraan dan tanggung ab anak, penghindaran stigma negatif,

penghindaran S 'sy:lrakat dan kepatutan,
ila ol ian hasil kesepakatan diversi
g Sistem Peradilan

>

atau tanpa ganti rugi,

bulan atau pelayanan masyarakat.

Pasal 1 Undang undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004
menjelaskan pengertian Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum
dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukumtetap dan juga wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh
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undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan
penetapan hakim.

Dalam ketentuan Pasal 1 Butir 7 KUHAP jo Pasal 1 Butir 3 UU No 16
tahun 2004 menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam
hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan
permintaan supaya diperiksa djm diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Lembaga k?ksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu

merupakan (salah satu subsistém yang berperan untuk melakukan proses

penuntutan, ada yang di sebut dengan
{ opportuniteits beginsel).
penuntut umum atau jaksa

dengan bukti yang

punyai kewenangan untuk

syarat maupun dengan syarat (the public procedutor may decide
conditionality or uncoditionality to make prosecution to court or not).
Dalam hal ini, jaksa penutut umum tidak diwajibkan untuk menuntut
seseorang yang telah melakukan tindak pidana apabila dalam

pertimbanganya akan merugikan kepentingan umum. >’

> Rudi Pradisetia Sudirdja, Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui

Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu, Litigasi, Vol. 20 (2) Oktober 2019,
Hal. 294
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Landasan dasar KUHAP menganut asas legalitas, namun KUHAP
sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip oportunitas
sebagaimana hal itu masih diakui dalam pasal 77 KUHAP. Adapun
penjabaran dari Pasal 77 KUHAP, yaitu:®

1. Semua perkara yang cukup bukti harus disalurkan ke pengadilan

kecuali kalau kepentingan umum menghendaki lain (positif).

2. Kecuali dan hanya lgalau kepentingan umum menghendaki untuk

tidak se?a perkara dituntut kepengadilan (negatif).®’ Konsep

jg negative dilakukan di luar pengadilan (afdoening buiten

rocess) sedangka tuk perkara anak diselesaikan diluar

disebut diversi.

g Kejaksaan adalah tindakan
adilan Negeri yang
dalam Hukum Acara
diputus oleh hakim di
alihan penyelesaian perkara
anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka diversi merupakan suatu tindakan yang
dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum untuk tidak mengajukan suatu kasus
ke Pengadilan.

Jaksa sebagai salah satu penegak hukum mempunyai kewajiban untuk

menegakkan keadilan. Dengan posisi demikian, penerapan kebijakan diversi

60

hal. 10
' Jbid hal. 11

Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta, Sinar Grafika, 2010,
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yang dilakukan oleh jaksa hendaknya sejalan dengan tujuan dasar
pemidanaan diantaranya, yaitu melindungi masyarakat dan pembalasan atas
perbuatan melawan hukum.

Peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum didasarkan teori pembalasan, teori pembinaan dan
teori keadilan :

a. Peran Jaksa dalam pencrapan kebijakan diversi berdasarkan teori

Pembalasan /

2 i adanad yai ald ak yang harus ada sebagai
suatu pembala g melakukan kejahatan. Teori

f dan pembalasan

an terhadap kesalahan

an terhadap apa yang telah

Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Jaksa disarankan
agar mengupayakan diversi sebagai jalan untuk menyelesaikannya.
Apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan,
hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan
diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan

pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke

62 Andi Hamzah, 4sas — asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, Him. 31
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Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh
penetapan. Kemudian Pengadilan mengeluarkan Penetapan dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan
diversi.®® Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing
Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu
paling lama 3 (tiga) 1hari sejak ditetapkan. Setelah menerima
penetapan te?but Penyidik menerbitkan penghentian penyidikan;

Apabidd diversi gagal di
andk, maka Penyidik

ayakan saat tingkat penyidikan oleh jaksa

buat Berita Acara Diversi dan wajib
erkara ke Penuntut Umum
iversi dan Laporan Penelitian

n menjadi pembinaan
yang hers yang menjadi dasar dari
aksa adalah sebagai penuntut

yang bertugas menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan
penjatuhan pidana dari pengadilan seberat mungkin terhadap pelaku
tindak pidana untuk melindungi pihak yang tidak bersalah.
Berdasarkan pemahaman tersebut maka seharusnya usaha untuk

menghilangkan adanya pembalasan dalam suatu tindak pidana tidak

dibenarkan.

6 Pasal 12 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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Penjatuhan Pidana kepada pelaku tindak pidana mempunyai sandaran
kebenaran sebagai berikut :

1. Dijatuhkan pidana akan memuaskan perasaan balas dendam
korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun
keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak
dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai
hukum (vindicajive).

2. Penj an pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada

anjarannya (fairness).

untuk menunjukkan adanya
chanding At ’suatu pelanggaran

roportionality).

ersebut, dipahami bahwa
ngsi untuk menyadarkan
pelaku bahwa penderitaan yang mereka  peroleh  melalui
hukuman tersebut merupakan akibat dari perbuatan mereka
sendiri. Mengingat dalam hal pelaku adalah anak, sistem
diversi yang memberikan pilihan untuk mengikuti pelatihan
atau kegiatan dalam masyarakat selama waktu tertentu dapat
dimasukkan sebagai hukuman jika diterapkan pada anak. Pada

dasarnya kedua hal tersebut dapat dikatakan ‘bekerja’ karena
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ada yang menentukan dan mengawasi jalannya kegiatan
tersebut, sehingga kebebasan anak sedikit berkurang. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa anak tersebut tetap mendapat
balasan dari perbuatannya.

. Peran Jaksa dalam Penerapan Kebijakan Diversi berdasarkan
Teori Pembinaan

Teori pembinaaB lebih menekankan bahwa tujuan pidana

adala tuk merubah tingkah laku atau kepribadian pelaku

tindak pidana. Betdasakan hal tersebut menurut teori ini fokus

dari pidana ada adap pelaku tindak pidana bukan tindak
an bukan atas dasar berat
nkan atas dasar kebutuhan yang
e Detg 'aku tindak pidana.
dan generasi muda
a sehingga memiliki peran
sifat khusus yang menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan
maka perlu adanya perlindungan dari negara. Pidana yang
dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana didasarkan atas
pertimbangan dengan memperhatikan dampak yang mungkin
dan akan muncul setelahnya.

Pidana pengganti yang diterima sang anak lebih ditujukan

untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku agar
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menjadi lebih baik serta menyadarkan dan memberi pengertian
bahwa anak tersebut telah melakukan suatu kesalahan yang
diharapkan tidak akan diulanginya lagi, bukan sebagai
hukuman yang membuat menderita. Jaksa dalam menyarankan
diversi sebagai penyelesaian kasus dalam menghadapi kasus
tindak pidana yang dilakukan oleh anak sejalan dengan tujuan
pemidanaan menBrut pandangan teori pembinaan.

c. Perat?aksa dalam Penerapan Kebijakan Diversi berdasarkan

Teori Keadilan

Teorikeadilan ¢ eles menitik beratkan pada ‘kesamaan

p qh da ukum’ (lawfulness) yang
diartika bil lebih dari apa yang menjadi

melanggar hukum

18 :1_‘*\‘,7(‘-—- S
wful) sebagai ukuran

terhadap pelaku tindak pidana, karena sesuai hukum berarti,
jika seseorang melanggar hukum maka dia mendapat sanksi.
Sementara kesamaan perlakuan dapat diartikan bahwa rumus

tersebut diterapkan kesemua pihak tanpa ada pembedaan.
Diversi bertujuan untuk meniadakan aspek hukuman yang

didapat jika seseorang melakukan tindak pidana, namun di lain

% Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, Hlm. 93
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pihak, hilangnya aspek hukuman tersebut tidak serta merta
meniadakan sangsi yang diterima oleh pelaku tindak pidana.
Dalam hal ini pelaku tetap mendapatkan sangsi namun sangsi
tersebut bukan merupakan suatu hukuman melainkan suatu
bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan karena telah
melakukan kesalahan (tindak pidana).

Anak pelaku tijldak pidana berdasarkan prinsip keadilan

‘kesamaan perlakuan® maka tidak seharusnya mendapat

perlakuan khususf sementara berdasarkan hukum, setiap tindak
pidana harus ana, maka sudah sewajibnya pidana
dij ; pidana yang dilakukan
berdasa aku. Namun demikian, dalam
peraturan  yang

_

an khusus pada anak

teori keadilan selama pelaku tindak pidana tersebut mendapat
pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek ‘perlakuan khusus’ yang ditentukan

tersebut.
Beberapa tahun belakangan ini dunia hukum mengalami reformasi
mengenai cara pandang didalam penanganan anak yang dikategorikan

melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Banyak ahli hukum yang
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mulai membuat suatu kebijakan yang dapat menangani masalah kenakalan
anak dengan memberikan pelatihan secara langsung dalam menyelesaikan
suatu permasalahan demi memperbaiki kegagalan mekanisme peradilan
anak yang ada di negara- negara lain.

Pada tahun 1990 dengan dilengkapinya instrument internasional
antara lain yatu Beijing Rules tanggal 29 Novermber 1985, Riyadh
Guidelines tanggal 14 Deselmber 1990, The Tokyo Rules tanggal 14

Desember 1990, d? Havana Rules Tanggal 14 Desember 1990. Republik

 of the child).”

Rama Tri Ranti®® (Jaksa
an Negeri Kota Jambi pada hari
Senin i AD =] 'pada saat ini sistem

ang berkaitan dengan

pengawasan orang tua dari si anak. Pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap anak-anak dalam pengaruh proses peradilan pidana, maka
dilahirkanlah konsep divertion yang dalam bahasa Indonesia disebut diversi

yang di kemukakan para ahli hukum.

65
66

Ermansjah Djaja, Op cit, hal. 12
Wawancara dengan Rama Tri Ranti, Jaksa Anak tanggal 4 Januari 2021 di Kejaksaan
Negeri Jambi
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Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak I Putu Eka Suyantha®’ (Kasi
Pidum pada Kejaksaan Negeri Kota Jambi pada hari Senin, tanggal 04
Januari 2021) bahwa penerapan diversi yang dilakukan oleh Ibu Rama Tri
Ranti dan Floranida Sitorus, SH selaku Jaksa Fungsional terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana pada Kejaksaan Negeri Kota Jambi dalam
Penerapannya sudah dilaksanakan Diversi, salah satu dari 54 kasus Anak
berhasil diversi yaitu terhadap Anak yang bernama alias Pardun yang

berumur 13 Tahun}rang melakukan Tindak Pidana Judi dan telah dilakukan

Diversi Pdjgan tidak dilakukam Penahanan dan Penghentian Penuntutan

terhadapftersangka Pardun. Kasus Pidana yang hanya melibatkan tersangka

A et libatkan anak selalu
ikut melakukan upaya
diversi, penunft ersi di kejaksaan. Hal ini
dikarenakan kare aksa Agung sebagai peraturan
turunan dari undang-undang yang mengatur diversi belum dikeluarkan.
Keadaan ini menjadikan penuntut umum tidak mampu melakukan upaya
diversi sendiri meskipun ada undang-undang yang mengaturnya. Upaya
diversi yang selama ini selalu dilakukan bersama hakim sebagai fasilitator

diversi di Pengadilan Negeri Jambi. Karena pada pokoknya, aturan turunan

pelaksanaan diversi hanya dimiliki oleh pengadilan. Aturan yang dimaksud

7 Wawancara dengan I Putu Eka Suyantha, Kasi Pidana Umum tanggal 4 Januari 2021 di

Kejaksaan Negeri Jambi
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itu adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak yang termasuk didalam pasal 1 sampai dengan pasal 9 undang-undang
ini. Berdasarkan hal ini, penuntut umum selaku penegak hukum melakukan
upaya diversi bersama-sama hakim di pengadilan. Adapun jaksa yang dapat
melaksanakan diversi seperti yang tercantum didalam Undang-undang

nomor 11 tahun 2012 tentang §istem Peradilan Pidana Anak pasal 41 ayat 1,

2 dan 3. /

Faktor

Faktor Yang jadi Hambatan Bagi Jaksa Dalam

Peny@lesaian Perkara Ana o Berkonflik Dengan Hukum Dengan

Menerapkan D
' al yang tidak bisa dipisahkan

dalam suatu tatanan

>

1 tidak hanya mengacu
pada aturani(ce ations), namun mancakup
a dan proses (procedure) yang
mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat
(living law) dan budaya hukum (legal structure). Budaya hukum adalah
pendangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai
pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku.
Tingginya tindak kriminal yang disebabkan oleh anak-anak
mengakibatkan bertambahnya anak-anak yang terlibat dalam konflik

hukum. Pada usia perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara fisik
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maupun mental mereka memerlukan jaminan berupa perlindungan dan
pembinaan. Di Indonesia, kasus hukum yang menimpa anak-anak semakin
meningkat. Tidak hanya kasus-kasus hukum ringan tetapi juga sampai kasus
yang dianggap sangat serius seperti pembunuhan, pelecehan seksual,
pencurian, dan lain-lain. Anak dirasa belum mampu
mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya. Perilaku-
prilaku menyimpang anak tergebut cenderung dipengaruh oleh lingkungan

sosialnya baik itu ?ekolah atau dimasyarakat dan keluarganya.
Makagdari itu diperlukag
Az;limalisir penja

terbail 1 k um menurut UU No. 11
Tahun®2012 Tentan ; a&nak, Pasal 1 angka (3),

Anak yan lencan huktin a g telah berumur 12

paya preventif melalui instrument hukum

pidana bagi anak untuk kepentingan

(dua belas an belas) tahun yang

kasus hukum yang dijalaninya harus di berikan perlakuan yang berbeda
dengan orang dewasa.

Perlakuan istimewa bagi anak sebagaimana dicatat oleh Green Wood
yang dituangkan dalam prinsip Juvenile Court di Amerika serikat, antara
lain:

1. Menjunjung asas praduga tak bersalah (Presumption of innocenct).

artinya, anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak
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boleh dicap sebagai pelaku kriminal melainkan sebagai perilaku
delikuensi dan merupakan implementasi dari anak yang belum
mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

2. Penempatan anak di dalam Lembaga bukan sebagai penghukuman
melainkan untuk mendapatkan pembinaan dan resosialisasi
sementara pada orang dewasa vonis. Artinya anak ditempatkan di
lembaga bukan untuE diberikan efek jera sebagai konsekuensi dari

apa yanylah dilakukan oleh anak tersebut, melainkan anak di

dadlam Lembaga di bina dan bimbing untuk sehingga anak menjadi

pribadi yang lebih b in memiliki keterampilan yang bagus.

Dala 1Si tertutup, artinya pada saat
anak disi ‘ angan, yang mengetahui dan
pihak lain yang

ang. Pihak-pihak lain

bimbing kemasyarakatan,

4. Pada saat anak dalam masa peradilan, anak wajib mendapat social
report dari seorang pekerja social yang dihadirkan. Hal ini
bertujuan untuk pekerja sosial memberikan pertimbangan bagi
hakim mengenai penempatan anak.

5. Lama anak menjalani masa pidana lebih singkat dari pada orang

dewasa.
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6. Memisahkan pelaku delikuensi anak dengan pelanggaran dewasa
selama anak menjalani proses peradilan.

7. Dalam menangani kasus delikuensi harus diputuskan lebih cepat
dari kasus orang dewasa dan disposisi atau penempatan hakim
harus bervaria.

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah

dipastikannya semua anak u13tuk memperoleh layanan dan perlindungan
secara optimal da?sistem peradilan dan proses hukum. Targetnya adalah

norma-norma, prinsip, dan standar hak-hak anak secara penuh diapliksikan
untuk sefmua anak tanpa kec

aik anak yang berhadapan dengan hokum

ak yang berkonflik dengan
rban atau saksi, sedangkan anak
bagai tersangka atau

>

terdakwa p

Perb
berkonflik den }

Karena, seorang anak dianggap belum mampu untuk

engahadapi

anak yang

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya baik itu secara
sadar. Kemudian seorang anak belum bisa memberikan perbedaan antara
mana yang benar dan mana yang salah atau mana yang dapat dilakukan dan
mana yang tidak. Maka dari pada itu Negara dalam hal ini Pemerintah

Indonesia berkewajiban melaksanakan semua peraturan termasuk peraturan

% Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa

Pemidanaan, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm 89
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pelaksana terutama mengenai peradilan anak dalam Undang-Undang Sistem
Peradilan Anak dimana bertujuan untuk melindungi hak asasi anak.
Sedangkan menurut teori Negara kesejahteraan, Negara melalui
pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan bagi rakyat.
Ada lima pilar yang menjadi dasar Negara untuk mensejahterakan
rakyatnya, yaitu : demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi
manusia, keadilan sosial dan anti diskriminasi. Dalam UU SPPA disebutkan

bahwa “anak 7erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keberlarj?‘ngan hidup manusia, dan keberlangsungan sebuah bangsa dan
M

Negara’4 Maka dari itu Negara menjamin hak-hak dari setiap anak atas

Jairoal D ak akan mengalami
but akan menghambat
tumbuh kemba mental. Akan lebih parah
lagi ketika stigma terseb i arall gangguan yang dialami oleh
anak sehingga anak cenderung berprilaku lebih buruk. Menurut Prof. Mr. R.
Kranenburg menyatakan bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan
kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat
secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi
seluruh rakyat. Sehingga sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari
Negara, seorang anak seharusnya mendapatkan jaminan hak dalam

keberlangsungan hidupnya. Kesejahteraan yang baik nantinya akan
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berdampak baik terutama bagi seorang anak yang akan menjadi masa depan
bagi suatu negara. Jika dikaitkan dengan diversi sebagai impelementasi hak
asasi manusia anak dapat kita lihat bahwa Negara Indonesia sudah
melaksanakan kewajibannya untuk mengupayakan apa yang menjadi dasar
dari Negara kesejahteraan, yaitu demokrasi untuk anak, perlindungan
hukum untuk anak, perlindungan hak asasi manusia anak, keadilan social
anak dan anti diskriminasi ur;tuk anak yang semuanya dituangkan dalam

Undang-Undang Nill tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

I:isz@ti banyak pihak bahwa sesungguhnya selain peradilan formal

tersediadjuga peradilan non |. Peradilan formal melibatkan institusi
Negara, termasuk polisi,
okat, lembaga pemasyarakatan,
dan kem T flalam pengelolaan,

kum, dan keamanan.

Peradilan x melibatkan lembaga non
negara dan ind L"’!’s g 2 syarakat melalui mekanisme nilai-

nilai kearifan lokal (local wisdom) maupun mekanisme agama, adat, dan
masyarakat sipil (civil society) lainnya.®

Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari
implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Di depan di jelaskan bahwa

prinsip - prinsip perlindungan anak meliputi : nondiskriminasi, kepentingan

69

1bid., hlm. 90
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terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan bekembang, serta
penghargaan terhadap pendapat anak.

Dari prinsip dasar perlindungan anak tersebut, serta elaborasi dari
sekian instrument internasional, kiranya dapat dibagi dalam 13 prinsip
keadilan anak :

1. pelaku kenakalan anak adalah korban;

2. setiap anak ber/hak agar kepentingan terbaiknya dijadikan

seba?pertimbangan utama;

esikan pandangan mereka dan

aag g

_

an salah, kekerasan,

dengan kasih sayang dan
penghargaan akan harkat dan martabat sebagai manusia yang
sedang tumbuh kembang;

8. setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum;

9. program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan
terhadap perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi secara

umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak;
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10. perenggutan kebebasan dalam bentuk apa pun harus selalu
digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa
dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat;

11. perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling
rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak di
daerah konflik sosial, anak di daerah bencana, anak tanpa
pengasuh utama,l anak dari kelompok minoritas, anak yang

caca‘ynak yang terimbas migrasi, dan anak yang terinfeksi

IV/AIDS;

. pendekatan pel der harus diambil di setiap langkah.

' dialami anak perempuan
i diakui sebagai sebuah problem
status dan peran

_

ristil  futuristis  dengan

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan
satu sama lain, berlakunya hukum itu berlangsung dalam suatu tatanan
sosial yang disebut dengan masyarakat. Sistem hukum tidak hanya mengacu
pada aturan (codes of rules) dan peraturan (regulations), namun mancakup
bidang yang luas, meliputi: struktur, lembaga dan proses (procedure) yang
mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat

(living law) dan budaya hukum (legal structure). Budaya hukum adalah
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pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai
pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku.
Diversi diartikan sebagai suatu proses mengalihkan penyelesaian
sengketa, terutama penyelesaian perkara pidana, dari yang tadinya di dalam
pengadilan menjadi ke luar peradilan pidana. Pandangan diversi yang
didapat dari pengertian tersebut sering kali memberi gambaran yang salah
dengan mengartikan bahwa kasus dihentikan dan dianggap selesai tanpa ada

pihak yang bertanggung jawab terhadap korban. Masyarakat masih

cenderung memandang pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus
ada sebé‘ suatu pembalasanfkepada pelaku tindak pidana.” Sebagian

besar \orang tuafwali fmasih | merasa bahiWa dengan diversi, pihak pelaku

indungan hukum yang
dilakukan o enghargai dan menaungi
segala hak asa kebebasan yang dimilikinya.
Derajat anak sama seperti manusia secara utuh sehingga hak asasi anak
merupakan bentuk dari Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. HAM
sebagai hak mutlak telah melekat pada diri manusia sejak dis hidup. HAM
tidak dapat dicabut ataupun dibagi-bagi. Konvensi hak anak sebuah

kesepakatan yang mengikat secara hukum dan bersifat politik diantara

berbagai Negara yang didalamnya mengatur hal-hal yang berhubungan

70 Eva Achajani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan,

(Bandung: Lubuk Agung, 2011) hlm. 51
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dengan anak, hal ini menyatakan bahwa hak anak merupakan hak asasi
manusia untuk anak. Anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang
berkaitan dengan kondisi anak yang masih rentan, ketergantungan dengan
keluarga dan masih dalam fase perkembangan. Hal tersebut yang
melatarbelakangi adanya hak asasi untuk anak.

Kurangnya pemahaman terhadap pengertian seperti ini merupakan
salah satu hal yang menjadikfln diversi sering kali mengalami kegagalan.
Meskipun diversi ?ngeluarkan aspek pengadilan, namun tidak berarti sama

sekali tidakeada pidana yang dijatuhkan sebagai wujud tanggungjawab

pelaku

yang en i alasan yang mentujukan
pendefitaan dan me lain yang bersifat lebih baik

patai—t ntuk berubah tanpa

dak pidana. Pida diterima merupakan pidana pengganti

annya tertutup.

k dengan hukum sebelum
melalui prose ‘ endapatkan pelabelan atau stigma
dari lingkungan sosial dengan menyebutnya sebagai anak nakal, anak
kriminal dan lain sebagainya. Hal ini harus dicegah agar anak tidak menjadi
pribadi yang lebih buruk. Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan
usaha pencegahan hal tersebut dengan mengacu pada UU No 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mengenai
diversi. Secara nyata sebagai jaminan Diversi hadir untuk memberikan

perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga
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terhindar dari stigmatisasi dan anak dapat kembali ke dalam lingkungan
sosial masyarakat.

Negara telah membuat peraturan yang menunjang terpenuhinya hak
anak terutama dalam hal diversi. Dari sini dapat kita pahami bahwa
pelaksanaan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sudah diatur
sedemikian rupa agar bisa mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.
Sebagai suatu sistem yang ba1ru lahir setelah ditetapkan dalam UU No.11

Tahun 2012 d1ver sudah menjadi dasar bagi peradilan pidana anak

sehingga dalam pelaksanaan
diversi emiliki peran

wajib diterapkan. Bisa dikatakan bahwa

sangat penting dalam memberikan

' dilakukan melalui
t terdapat beberapa
diversi. Baik dalam
an hasil yang dicapai dalam
kesepakatan diversi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rama Tri Ranti’' (Jaksa
Penuntut Umum Khusus Anak pada Kejaksaan Negeri Kota Jambi pada hari
Senin, tanggal 04 Januari 2021), menurutnya faktor penghambat

pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat

pengadilan adalah adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan

7t Wawancara dengan Rama Tri Ranti, Jaksa Anak tanggal 4 Januari 2021 di Kejaksaan

Negeri Jambi
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oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan atau keluarganya,
pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja Sosial,
Tokoh Masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat yang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan diversi). Ia juga
menyayangkan sikap beberapa LSM yang setengah hati dalam upaya
mencapai musyawarah diversi, sehingga dalam proses musyawarah diversi
pihak LSM ini getol menyarallkan agar perkara anak ini tetap diteruskan ke
tahap persidangan ?n tidak dilakukan diversi.

Selaingitu, secara interna
jaksa g Dbersertifikat

ga mengalami hambatan, yaitu kurangnya

sehingga hanya sedikit jaksa yang

ik dengan hukum.
teori sistem hukum yaitu pada
/£1105°2) INPTL ok 'sia terhadap hukum
dan sistem percayaan, nilai-nilai,
ide-ide se A dan sistem hukum.
Budaya huku : ak atan sosial yang menentukan
bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (legal culture)
mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum
(legal culture) maka sistem hukum (legal system) akan kehilangan
kekuatannnya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan
ikan hidup yang berenang di lautan (without legal culture, the legal system
is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea).

Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman masih menjadi kendala, maka
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dari itu lahirlah Perma ini sehingga menjadi acuan bagi para Jaksa atau
fasilitator Diversi di seluruh Indonesia.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwasanya hambatan lain yang
ditemukan antara lain masih banyak pemahaman masyarakat dan aparat
penegak hukum lainnya terhadap Diversi masihlah kurang, peran
masyarakat yang masih sangat minim terutama dari masyarakat yang
menjadi korban, dan kerjasa;na antar instansi terkait penerapan Diversi

belum berjalan de?n baik.

Berdasarkan hasil wawarnara bersama Ibu Rama Tri Ranti, SH'* yang
mum khusus anak ( Senin, 04 Januari

pelaksanaan diversi yang

sangafisering terjadi,

menemukan solusi

a kedua belah pihak yang

ahaman dari kedua pihak
mengenai diversi dan betapa pentingnya masa depan anak.

b. Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat
penegak hukum yang terlibat dalam proses diversi seperti
penyidik khusus anak, jaksa anak, hakim anak, pembimbing
kemasyarakatan dan pekerja social. Selain minimnya jumlah

petugas, pemahaman dari masing-masing instansi terkait

72 Wawancara dengan Rama Tri Ranti, Jaksa Anak tanggal 4 Januari 2021 di Kejaksaan

Negeri Jambi
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mengenai diversi dirasa masih berbeda-beda. Hal ini karena
adanya kecenderungan menilai bahwa instansi tempat mereka
bekerja adalah yang paling penting dan memberikan kontribusi
paling besar dalam pelaksanaan diversi tanpa mau melihat
ataupun mendengarkan pendapat dari orang lain atau biasa
disebut dengan egosentrisme.
2. Faktor Eksternal
a. Keteyasan sarana dan prasarana seperti halnya terbatasnya

angan untuk melaksanakan musyawarah diversi sehingga

biasanya musya

te g4 rah diversi di kejaksaan
negeri | m an terkadang pihak-pihak yang

pat duduk dan harus

diversi dilakukan di luar tempat instansi

m menjadi salah satu

pihak balai pemasyarakatan
yang terlambat memberikan laporan penelitian
kemasyarakatan (Litmas).

c. Perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum mengani
pelaksanaan SPPA.

d. Orang Tua yang tidak kooperatif untuk mengikuti pelaksanaan

musyawarah diversi.
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Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai UU No 11 tahun 2012
Tentang SPPA khususnya dalam hal diversi. Masyarakat masih menganggap
bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan baik itu oleh anak maupun

orang dewasa adalah sama cara penyelesaiannya.

. Upaya Mengatasi Hambatan — Hambatan Terkait Penyelesaian
Perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum
Pada pelaksanaannya seluruh pihak yang terlibat dalam pnanganan

kasus anak harus éemiliki pemahaman dan kemampuan untuk menangani

anak. K%a anak berbeda dari prang dewasa dan harus diperlakukan secara

rkonflik dengan hukum

mengikuti pendi baga tertentu seperti berupa

kamlihan bagi anak pelaku dan

korban. Menurut Dr.mansyur, untuk hasil yang baik maka harus diimbangi

tindakan lainnya yang

upaya menciptakan system peradilan yang kondusif.

Diversi dalam pelaksanaannya sebagai hak anak merupakan salah satu
bagian implementasi dari upaya Negara didalam memberikan perlindungan
bagi hak anak. Dalam perspektif HAM perlindungan hukum bagi anak yang
berkonflik dengan hukum merupakan salah satu dari serangkaian kewajiban

yang dimiliki oleh Negara. Hal ini dimaksudkan untuk: menghormati (fo

123



respect), melindungi (fo protect), dan memenuhi (fo fulfill) yang merupakan
bentuk kewajiban Negara dalam perlindungan HAM. Dimana secara
normatif kewajiban negara tersebut berlandaskan pada standar Hak Asasi
Manusia Internasional maupun Konstitusi (termasuk ketentuan HAM secara
nasional) dan secara operasional ditujukan untuk memajukan pelaksanaan
HAM.

Penegakan hukum merupakan bagian sangat penting dibicarakan bila

ingin menjawab b?aimana diversi dapat memberikan jaminan penegakan
hukum bagi@masyarakat baik
hukum gang dalam bahasa

’ng merupakan kewajiban
; m yang diberlakukan.

gan kepentingan

orban, pelaku dan masyarakat. Penegakan

is adalah law enforcement dan dalam

>

ukum tetapi berperan
aktif dala gan manusia terlindungi
dapat berlangsung secara
normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum.
Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, vyaitu:
kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmdssigkeit) dan
keadilan (gerechtigkeit). Kepastian Hukum (rechtssircherheit) artinya
hukum harus dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun. Kemanfaatan
(zweckmdssigkeit) artinya hukum memberikan manfaat atau kegunaan bagi

manusia. Keadilan (gerechtigkeit) yaitu hukum bersifat adil sama rata bagi
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setiap orang. Ketiga unsur tersebut harus seimbang dalam pelaksanaan
hukum. Ketiga unsure pelaksanaan penegakan hukum inilah yang dikenal
dengan tiga tujuan hukum vyaitu kepastian hukum (rechtssicherheit),
keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zweckmdssigkeit).”

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan
masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum
secara luas rnemperdulikan hgrapan masyarakat, dan bujukan serta ajakan
untuk mematuhin)a. Penggunaan kekuasaan hukum yang minimum

merupakan g8Sebuah prinsip g penting dalam mengarahkan usaha
penega hukum dan me

oi usaha penggunaan kekuatan hukum
ering menggeser sifat asli
. Pemaksaan (coercion) dapat

rangsangnya untuk

g oleh hukum memberi
> untuk rela menerima aturan
hukum secara sukarela. Pertimbangan tersebut membuat perlunya
mengedepankan isu pengaturan bagi terhukum yang dikenal dengan prinsip
diversi. Penggunaan diversi dilakukan pada saat ada beberapa alternatif
yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pelaksanaan diversi berupaya mengurangi penggunaan kekuatan

hukum dan berusaha menyelesaikan dan mengakhiri pertikaian atau konflik.

7 Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 1.
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Penggunaan jalan penghukuman sebagai usaha paling akhir penyelesaian
konflik oleh pemerintah dalam memastikan ketaatan kepada hukum. Jadi
memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aturannya
merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.

Diversi dapat dimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis
besar, terdapat tiga bentuk diversi, yaitu:”*

1. Diversi dalam bentuE peringatan, ini akan diberikan kepada polisi

untuk p?nggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si

pelaku akan memin aaf pada korban. Peringatan seperti ini

dap pelanggaran ringan di
jika hanya sekedar member
1 diperlukan rencana

korban harus diajak

o diversi informal dan apa

harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu
dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversi
informal. Rencana diversi informal ini, anak akan bertanggung
jawab, mengakui kebutuhan - kebutuhan korban dan anak, dan
kalau mungkin Orang tua dimintai pertanggungjawaban atas

kejadian tersebut.

™ Wahyudi,Setya, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana

Anak di Indonesia. Yogyakarta : Genta, 2011, him.32.
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3. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat
dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan.
Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa
marah  dan  terlukanya mereka, atau mereka ingin
mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya
muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota
keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun

rencana iversi yang baik untuk semua pihak yang terkena

pak dari perbuatamitu.
Digersi dalam peradi ak pidana anak dimaksudkan untuk

dari ef erl ensional peradilan pidana

meng

eradilan maupun efek negative
secara konvensional

>

- program Diversi.”

menangani perkara terutama perkara anak. Oleh karena itu untuk
menjalankan diversi diperlukan aturan dan cara pelaksanaan yang benar-
benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dari penegakan hukum yang
tepat pada masyarakat. Negara telah membuat peraturan yang menunjang
terpenuhinya hak anak terutama dalam hal diversi. Dari sini dapat kita

pahami bahwa pelaksanaan diversi bagi anak yang berkonflik dengan

s Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk, Peradilan Anak di Indonesia. Bandung :

Mandar Maju, 1997, hlm.91.
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hukum sudah diatur sedemikian rupa agar bisa mewujudkan kepentingan
terbaik bagi anak. Sebagai suatu sistem yang baru lahir setelah ditetapkan
dalam UU No.11 Tahun 2012 diversi sudah menjadi dasar bagi peradilan
pidana anak sehingga dalam pelaksanaannya wajib diterapkan. Bisa
dikatakan bahwa diversi memiliki peran yang sangat penting dalam
memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak.

Pelaksanaan diversi meli1batkan semua aparat penegak hukum dari lini
manapun. Diversi ?\aksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana.

Prosesnya dimulai dari permg
aporkan tindak pi

ynan suatu instansi atau lembaga pertama

atau korban sendiri yang memberikan
ya perbedaan pandangan
tergantung dari sudut pandang
'dari konsep diversi
dikeluarkan dari sistem
peradilan pidana ta an dua hal yaitu tindakan
memasukan atau mengeluarkan seseorang dari sistim peradilan pidana. Kita
harus dapat membedakan antara diskresi dengan diskriminasi dan
pembedaan. Sistem peradilan dengan diskriminasi ditujukan untuk hal yang
positif begitu juga dengan petugas yang melakukannya dalam hal yang
positif juga. Untuk menjadikannya bersifat adil maka hukum dan kebijakan

yang dibuat harus pasti namun fleksibel.

128



Diskriminasi yang bersifat negatif akan terjadi bila tidak adanya
aturan yang mengikat dan seragam. Aturan yang mengikat dan
keseragamannya untuk tujuan yang positif. Dua hal yang sulit untuk
disatukan yaitu disatu sisi diskresi harus seragam namun dilain pihak
berusaha untuk menggunakan kebijakan secara individu pada setiap kasus.

Diskriminasi sering dikaitkan dengan konsep prasangka yakni suatu
anggapan bahwa seseorang atgu kelompok sebagai kelompok yang rendah

atau sulit. Suatu itudi dalam peradilan pidana mengenai diksriminasi

menunjukandbahwa terjadinya
dan diskresi individu secar;

jiskriminasi karena membelokkan hukum

dan adanya sedikit pemaksaan dalam

ang dilakukan oleh
ika memahami konsep
diversi. Dispari banyakan dikelompokkan
dengan pemidanaan da k rian hukuman yang berbeda untuk
bentuk pelanggaran yang sama. Pelaku dan korban telah didamaikan secara
terpisah disparity atau pembedaan dapat dilakukan sehingga tidak sama
dengan apabila masuk dalam sistem peradilan pidana. Pembedaan tersebut
dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik tanpa adanya pemaksaan.

Diversi membedakan dengan menitik beratkan sifat konsisten pada

kasusnya berbeda dengan diskriminasi yang tidak berdasarkan hukum dan

menuniukan. Penggunaan kriteria pembedaan yang tidak sah.Kedua hal
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tersebut dapat dibedakan dengan keahlian petugas dalam pengalaman dan
latihan pelaksanaan diskresi. Pelatihan tentang diskresi dapat berjalan dalam
sebuah cara negatif yang mengawali pembedaan yang tidak dibenarkan
yaitu berupa diskriminasi. Pada saat yang sama diskresi dapat juga
dikatakan sebagai perangsang rasa keadilan. Tindakan terhadap pelanggar
mungkin dirasakan tidak sama pada saat yang lain, karena alasan yang
diambil petugas (subj ektiﬁtas)1dalam membuat kebijakan belum tentu sama.

Pembuat ke?akan membuat beberapa pembelaan untuk hal yang

positif ;7 dalam hal flekgibilitas. Sebenarnya hokum dan kebijakan

keduanyé haruslah pasti tapi eksibel. Di satu sisi hukum memberikan
n i adalah fleksibel dalam
ang negatif terjadi dimana ada
ikatan kebijakan diversi.
Ketidakse: yaknya alasan dan
pertimbanga pengakuan dari kekuatan
diversi.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak I Putu Eka Suyantha (Kasi
Pidum pada Kejaksaan Negeri Kota Jambi pada hari Senin, tanggal 04
Januari 2021), beliau menjelaskan untuk mengatasi paradigma — paradigma
lama dari para orang tua/wali seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
Jaksa berusaha memberi pemahaman terhadap masing- masing pihak, baik

mengenai proses dan tujuan dilakukannya diversi maupun mengenai kasus

yang terjadi secara rinci termasuk kemungkinan - kemungkinan yang akan
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terjadi selanjutnya. Sementara untuk mengatasi kesulitan dalam dicapainya
kesepakatan dalam diadakannya atau tidak diversi serta hasil dari diversi itu
sendiri, Jaksa memberikan pemahaman kepada korban, keluarga dan
masyarakat yang bersifat objektif dan tidak memihak.”®

Selain itu, juga memberikan sosialisasi, masukan dan juga
pemahaman terhadap LSM yang concern terhadap penyelesaian perkara
tindak pidana yang dilakukanloleh anak untuk mengutamakan kepentingan
anak dengan men?sampingkan kepentingan pribadi lembaganya, jangan
sampai misif menjalankan div,
kepenti;é lain sehingga t

dalam\musyaw

51 LSM yang bersangkutan “ditumpangi”

n menjadi tidak pro mencapai mufakat

ersertifikat anak yang kurang
Nes sereTE ka Suyatha sebagai

>

Kasi Pid ersertifikat anak yang

teknis tentang peradilan anak agar semakin banyak pula jaksa yang
berkompeten untuk menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan
hukum.”®

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan

eksternal seperti yang dikatakan oleh Rama Tri Ranti, I Putu Eka Suyantha

6 Wawancara dengan I Putu Eka Suyantha, Kasi Pidana Umum tanggal 4 Januari 2021 di

Kejaksaan Negeri Jambi
1bid
" Ibid
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A.

selaku Kasi Pidum menyatakan akan segera mengupayakan ruangan khusus
tempat musyawarah diversi untuk mengatasi keterbatasan sarana dan
prasarana agar proses diversi tidak terganggu, dan juga memberikan
sosialisasi maupun pemahaman kepada orang tua serta aparat penegak
hukum yang terlibat agar koopertaif dalam mengikuti proses diversi agar

dapat menunjang keberhasilan proses diversi tersebut.”’

v

p

A N\ 4

Kesimpulan
1. Penerapan Diversi Yang Dilakukan Oleh Jaksa Terhadap Anak Yang
Berkonflik Dengan Hukum Di Jambi : Selama ini kasus-kasus tindak
pidana yang melibatkan anak selalu diupayakan proses diversi. Akan
tetapi, sebagai pihak yang ikut melakukan upaya diversi, penuntut
umum belum bisa melakukan diversi di kejaksaan negeri jambi. Hal

ini dikarenakan karena peraturan pelaksana dari Jaksa Agung sebagai

79

1bid
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peraturan turunan dari undang-undang yang mengatur diversi belum
dikeluarkan. Keadaan ini menjadikan penuntut umum tidak mampu
melakukan upaya diversi sendiri meskipun ada undang-undang yang
mengaturnya. Upaya diversi yang selama ini selalu dilakukan
bersama hakim sebagai fasilitator diversi di Pengadilan Negeri
Jambi. Karena pada pokoknya, aturan turunan pelaksanaan diversi
hanya dimiliki oleh pergadilan.

. Terdapat 2 faktor yang Yang Menjadi Hambatan Bagi Jaksa Dalam

esaian Perkara Apak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dengan

fenerapkan Diversi

Fakt : P : diversi tidak menemukan
solusi seh atan antara kedua belah pihak

dari kedua pihak

csaan Negeri Jambi yaitu:

_

daya manusia yaitu

dimiliki oleh Kejaksaan negeri jambi.

b. Faktor eksternal : keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya
koordinasi antara aparat penegak hukum, perbedaan persepsi
antara aparat penegak hukum mengani pelaksanaan SPPA, dan
orang tua yang tidak kooperatif untuk mengikuti pelaksanaan

musyawarah diversi.
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3. Upaya mengatasi hambatan-hambatan terkait penyelesaian perkara

L.

anak yang berkonflik dengan hukum: untuk mengatasi permasalahan
internal, Jaksa memberikan pemahaman kepada korban, keluarga dan
masyarakat yang bersifat objektif dan tidak memihak mengenai
proses diversi. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk untuk
mengatasi kurangnya jaksa yang bersertifikat anak, menurut kasi
pidana umum di kejakslaan negeri jambi ialah dengan cara mengikut
sertakan be?rapa jaksa pada pelatihan teknis peradilan anak, agar

bertambahnya jaksa yang berkompeten dalam menangani kasus anak.

si permasalahan eksternal, diupayakan
usyawarah diversi, juga
ahaman kepada orang tua serta
aif dalam mengikuti

_

asilan proses diversi

Jaksa harus mempunyai pendangan yang luas dan mampu melihat
sebuah masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga dalam
mengarahkan dalam mencari kesepakatan dapat menuntun ke arah
yang terbaik demi kepentingan bersama dan tanpa merugikan salah
satu pihak. Serta dalam upaya menyatukan pendapat dari kedua
pihak, jaksa harus dapat memahami sudut pandang masing-masing

pihak sehingga dalam menjembatani musyawarah diversi
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kepentingan semua pihak dapat tersampaikan dengan baik pada pihak
lain tanpa prasangka.

2. Dalam memberikan pengertian kepada masing-masing pihak yang
bersangkutan, jaksa harus tetap berada dalam posisi netral sehingga
penerima penjelasan tidak merasa diarahkan kepada hasil yang
dianggap lebih menguntungkan pihak lain. Serta memberikan
pemahaman yang benaE kepada para pelaku diversi baik dari pihak
korban daniau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat

penegak hukum, Bapas/ Bekerja sosial, tokoh masyarakat, Psikolog,

aca Swadaya Masyarakat yang concern
keutamaan tercapainya

esaikan perkara anak pelaku

bentuk apapun. Untuk itu perlu kerja sama antara Bapas dan
Lembaga Pekerja Sosial dalam menyusun program pembinaan dan

pengawasan dalam melaksanakan program pembinaan tersebut.
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